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MOTTO 

 

“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatiku tidak akan pernah 

menjadi takdirku,dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah 

melewatkanku.‟‟ 

(Umar bin Khattab) 

 

“Perbanyak bersyukur,Kurangi mengeluh.Buka mata,jembarkan telinga,perluas 

hati.sadari kamu ada pada sekarang,bukan kemarin atau besok,nikmati setiap 

momen dalam hidup,berpetualanglah.‟‟ 

(Ayu Estiningtyas) 

 

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.maka apabila kamu telah 

selesai (dari suatu urusan),kerjakanlah dengan sungguh-sungguh(urusan yang 

lain).‟‟ 

                (Qs.Al-Insyirah:6-7) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

vii 
 

 

PERSEMBAHAN 

 

 

Skripsi ini adalah bagian dari ibadahku kepada Allah 

SWT, karena kepadanya kami menyembah dan kepadaNya 

kami memohon pertolongan. 

 

Sekaligus sebagai ungkapan terima kasihku kepada: 

Keluargaku terutama Bapa dan Ibuku yang senantiasa merawatku 

menyayangiku, berdoa dengan tulus ikhlas kepada Allah SWT dan selalu 

memberikan motivasi dorongan untuk tidak mudah pantang meyerah 

dalam menjalani kehidupan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

viii 
 

 

 

                   ABSTRAK 

 
          Abstrak,2023.“Implementasi program renovasi rumah yang tidak layak 

bagi masyarakat  yang kurang mampu di desa mappesangka kecamatan ponre”. 

Skripsi,Prodi Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan,Universitas Muhammadiyah Makassar.(dibimbing oleh Dr. Suardi, 

M.Pd dan Firdaus, S.Pd, M.Pd). Tujuan penelitian pertama untuk Mengetahui 

implementasi program renovasi rumah tidak layak bagi masyarakat yang. 

Kurang mampu di desa mappesangka kecamatan ponre kapbuaten Bone.Kedua 

Untuk menengetahui hambatan yang dihadapi penerima bantuan dalam 

pelaksanaan program renovasi rumah bagi masyarakat di desa mappesangka 

kecamatan ponre kabupaten bone. Ketiga Untuk memberikan solusi agar 

permasalahan dapat di selesaikan. 

          Penelitian ini menggunakan metode penelitian campuran (mixed methods). 

Menurut Agustang(2020), Mixed methods yaitu memadukan metode kuantitatif 

dan metode kualitatif dalam suatu studi atau program penelitian, dan dalam suatu 

tinjauan kritis terhadap realitas.  

          Berdasar pada hasil analisis data serta pembahasan yang telah dilakukan 

oleh peneliti, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: dalam program renovasi 

rumah tidak layak terdapat Proses asosiatif atau juga disebut proses sosial 

integratif atau konjungtif proses ini penting untuk integrasi dan kemajuan 

masyarakat dalam proses sosial ini anggota-anggota masyarakat berada dalam 

keadaan harmoni yang mengarah pada pola-pola kerjasama. Selain itu, 

masyarakat dalam melaksanakan program renovasi rumah tidak layak menuai 

berbagai hambatan tetapi hal itu dapat di tanggulangi tanpa adanyah kontravensi, 

pertentangan maupun konflik itu dikarenakan masyarakat masih sangat 

memegang teguh solidaritas sosial dimana solidaritas sosial merujuk pada suatu 

keadaan hubungan antara individu dengan kelompok yang di dasarkan pada 

perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama yang di perkuat oleh rasa 

kebersamaan yang di rasakan dengan tetap melestarikan semangat gotong 

royong dan mempertahankan kebudayaan masing- masing. 

Kata kunci: Implementasi program bantuan renovasi rumah untuk masyarakat  

kurang mampu di desa mappesangka 
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ABSTRACT 

          Abstract, 2023. "Implementation of an inadequate house renovation 

program for underprivileged communities in Mappesangka village, Ponte sub-

district." Thesis, Sociology Education Study Program, Faculty of Teacher 

Training and Education, Muhammadiyah University Makassar. (supervised by Dr. 

Suardi, M.Pd and Firdaus, S.Pd, M.Pd). The first research objective is to find out 

if the implementation of the house renovation program is not feasible for the 

community. The underprivileged in Mappesangka village, Pontre subdistrict, 

Bone district. Second, to find out the obstacles faced by aid recipients in 

implementing the house renovation program for the community in Mappesangka 

village, Pontre subdistrict, Bone district. Third, to provide solutions so that 

problems can be resolved. 

          This research uses mixed research methods. According to Agustang (2020), 

Mixed methods are combining quantitative methods and qualitative methods in a 

study or research program, and in a critical review of reality.  

          Based on the results of data analysis and discussions carried out by 

researchers, the following conclusion can be drawn: in an inappropriate house 

renovation program there is an associative process or also called an integrative or 

conjunctive social process. This process is important for the integration and 

progress of society in this social process. Community members are in a state of 

harmony which leads to patterns of cooperation. Apart from that, the community 

in carrying out the house renovation program is not worthy of reaping various 

obstacles but this can be overcome without any contradictions, contradictions or 

conflicts because the community still strongly adheres to social solidarity where 

social solidarity refers to a state of relationship between individuals and the 

groups they are involved in. based on moral feelings and shared beliefs which are 

strengthened by the sense of togetherness that is felt while preserving the spirit of 

mutual cooperation and maintaining each other's culture.  

 

Key words: implementation of a house renovation assistance for underprivileged 

communities in mappesangka village. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Larar belakang 

Pembangunan merupakan usaha pemerintah untuk merubah dan 

menggerakan masyarakat melakukan untuk berbagai cara yang di lakukan dan 

terencana.kesejahteraan dapat dilihat melalui berkurangnya jumlah kemiskinan, di 

suatau daerah,sebagai mana yang kita ketahui bahwa kemiskinan salah satu 

masalahh pada tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia mencangkup 

kebutuhan sosial, fisik dan spritual. Program ini untuk memberikan bantuan 

berupa pembangunan rumah layak huni yang dibangun atau terletak di atas tanah 

milik masyarakat yang kurang mampu (Kausar et al., 2021). 

         Pembangunan yang diinginkan oleh semua masyarakat pada dasaranya 

iyalah terpenuhinya kebutuhanhidup tetapi tidak semua masyarakat yang hidup 

dalam kondisi miskin. pembangunan di Indonesia menganut pada Trilogi. Adanya 

keterlibatan ini untuk nantinya dapat memecahkan masalah kemiskinan yang ada. 

Disini kordinasi yang lancar dapat mendukung kinerja berjalannya program 

rehabilitas rumah tidak layak huni di desa mappesangka (Tirtana et al., 2023). 

        Persoalan kemiskinansaat ini menjadi hambatan dalam mewujudkan 

kehidupan Bagi masyarakat yang kurang mampu, dimana rumah adalah suatu 

tempat tinggal tanpa memperhitungkan layak atau tidaknya seperti ini 

menunjukkan bahwa seberapa rentannya masalah sosial, yang akan timbul di 

masayarkat di masyarakat apabila terpenuhinya kebutuhan rumah yang tidak layak 

huni ini dapat diatasi.maka dari itu perlu adanya perhatian dari pemerintah terkait 
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dengan rumah tidak layak huni. masalah kemiskinan,pemeritah sudah melakukan 

berbagai program untuk mengatasi kemiskinan. Adapun program yang dilakukan 

pemerintah untuk mengatasi kemiskinan yaitu mengadakan program bantuan 

bedah rumah yang tidak layak terhadap masyarakat yang kurang mampu (Kausar 

et al., 2021). 

          Pemerintah telah melakukan tanggungnya untuk melindungi segenap 

bangsa Indonesia melalui bantuan program renovasi rumah.hal ini diperlukan 

perlu agra masyarakat miskin mendapatkan tempat tinggal yang layak agara 

masyarakat tetap aman,sehat,harmonis sehingga mampu menjalani kelestarian 

lingkungan hidup masyarakat maka dari itu terkait harus segera melakukan upaya 

agar kesejahteraan hidup masyarakat meningkat.Sistem Pendukung Keputusan 

dijadikan sebagai alternatif sistem yang dapat membantu di dalam mengambil 

keputusan untuk bantuan program rumah tidak layak huni (Jazuli & Nurkamid, 

2019). 

          Sedangkan fungsi pendidikan adalah menjadi media bagi pembinaan kepada 

keluarga baik dari segi rohani, jasmani, maupun pembentukan 

karakter.Pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan telah membuat 

program-program yang berupaya untuk menanggulangi masalah kemiskinan. 

Dengan memberikan pemberdayaan secara berkelanjutan. menjadi media bagi 

pelaksanaan bimbingan serta pendidikan keluarga. Dengan terpenuhinya salah 

satu kebutuhan dasar berupa rumah yang layak huni, diharapkan tercapai 

ketahanan keluarga (Kausar et al., 2021). 

          Problematika rumah yang tidak layak huni ingin mendapatkan perhatian 
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khusus untuk terwujudnya kehidupan yang sejahtera karena pada dasarnya tempat 

tinggal merupakan tempat yang paling utama bertahan hidup bagi seseorang sehat 

jasmani dan rohani apabila dapat kenyamana dalam kehidupanya,sebagaimana 

upaya dalam tinnginya pelayanan penyediaan rumah layah huni yang memenuhi 

persyaratan secara berkualitas serta terjangkau masyarakat ,yang berpenghasilan 

renda,Faktor pendukungnya dari dana pusat dan daerah bisa cepat diturunkan, 

rehabilitasi rumah tidak layak huni terus berkelanjutan kepada masyarakat yang 

layak membutuhkan dan pelaksanaan rehabilitas tepat sasaran (Kausar et al., 

2021). 

          Pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan telah membuat program-

program yang berupaya untuk mengatasi masalah pemenuhan  tempat tinggal yang 

layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.Sehingga pemerintah melalui 

Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  mengeluarkan program 

yaitu Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang dikenal dengan program bedah 

rumah bagi masyarakat yang memiliki penghasilan rendah yang memiliki kondisi 

rumah tidak layak huni.Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya pada 

dasarnya adalah bantuan dari pemerintah kepada masyarakat yang memiliki 

penghasilan rendah untuk meningkatkan keswadayaannya dalam pemenuhan 

rumah layak huni. Program Bantuan Rumah Layak Huni dapat diartikan sebagai 

proses mengembalikan keberfungsian sosial fakir miskin melalui upaya 

memperbaiki rumah tidak layak huni baik sebagian maupun seluruhnya yang 

dilakukan secara bersama agar tercipta kondisi rumah yang layak sebagai tempat 

tinggal. Adanya program ini sangat membantu untuk mensejahterakan dan 
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membantu masyarakat yang kurang mampu untuk memperbaiki rumah yang 

tidak layak huni menjadi rumah yang layak huni (Tauhid, 2022). 

          Mayarakat berpenghasilan rendah adalah masyarakat yang memiliki 

keterbatasan daya sehingga perlu mendapat dukungan dari pemerintah untuk 

memperoleh rumah yang layak untuk dihuni.Bantuan Stimulan Bedah Rumah. 

Merupakan pemberian bantuan stimulan untuk memperbaiki/meningkatkan 

kualitas rumah sehingga dapat dihuni dengan layak dalam lingkungan yang sehat 

dan aman. Tujuan dari bantuan Stimulan Bedah Rumah yaitu untuk 

memberdayakan kemudian meningkatkan kemandirian masyarakt supaya mampu 

membangun dan meningkatkan kualitas rumah sehingga layak untuk di huni 

(Grindle, 2020). 

          Program bantuan stimulan bedah rumah ini dalam pelaksanaanya 

memberikan bantuan stimulan kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan 

senilai Rp. 20.000.000.(Dua pulu Juta Rupiah) perunit rumah bagi yang 

memenuhi persyarakatan sesuai dengan Peraturan Bupati Bone Tahun 2022 

tentang Bantuan Stimulan Bedah Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah  

yang juga merupakan pedoman pelaksanaan penerima, bantuan stimulan bedah 

rumah di Kabupate Bone,Stimulan Bedah Rumah perlu dilakukan penyempurnaan 

serta efesiensi dan efektivitas dalam proses pelaksanaan,penyaluran, dan 

pemanfaatan penerima bantuan sehingga perlu untuk diganti.Bantuan Stimulan 

Perumahan Swadaya sehingga sebagai upaya untuk mempercepat pemenuhan 

kebutuhan rumah yang layak di Indonesia. Pemerintah pusat memberikan 

wewenang dan kewajiban kepada pemerintah daerah untuk ikut memenuhi Kota 
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kebutuhan dasar tersebut di daerahnya (Kausar et al., 2021). 

         Program Bantuan stimulan bedah rumah ini di mulai sejak tahun 2022 yang 

dikeolah oleh Dinas Tata Ruang Dan Permukiman Jumlah unit rumah yang 

mendapatkan bantuan dari program Bantuan Stimulan  Rumah sebesar 10 unit 

dengan anggaran Rp. 20.000.000.(Duapulu Juta Rupiah) per unit rumah. Jumlah 

keseluruhan rumah yang dibangun dan telah dibedah di Kecamatan Ponre  (Desa 

Mappesangka),Setelah pelaksanaan program Bantuan Stimulan Bedah Rumah,  

ini berlangsung, ternyata program tersebut dinilai masih belum maksimal dalam 

tahap pelaksanaannya. Seperti yang terjadi di Kecamatan Ponre dimana masih 

terdapat penerima bantuan stimulan bedah rumah dari anggaran tahun sebelumnya 

yang belum menyelesaikan pembangunan, dimana seharusnya pembangunan 

diselesaiakan sebelum anggaran bedah  Dengan maksud agar mereka dapat 

meningkatkan taraf kehidupan secara wajar dan memiliki hunian yang memenuhi 

standar. Stimulan Perumahan Swadaya sehingga sebagai upaya untuk 

mempercepat pemenuhan kebutuhan rumah yang layak di Indonesia, pemerintah 

pusat memberikan wewenang dan kewajiban kepada pemerintah daerah untuk ikut 

memenuhi Kota kebutuhan dasar tersebut di daerahnya (Kausar et al., 2021). 

         Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk 

miskin melalui pemberian kepada yang bersangkutan untuk berpartisipasi aktif 

dalam melaksanakan kegiatan secara swakelola, serta melestarikan hasil 

pencapaian kegiatan secara mandiri dengan pembiayaan dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara hibah dalam negeri. Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran pendapatan dan belanja daerah 
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Kota/Kabupaten maupun sumber dana lain yang tidak mengikat.implementasi 

adalah bermuara pada aktivitas,aksi,tindakan atau adanya mekanisme suatu 

sistem,implementasi bukan sekedar aktivitas,tapi suatu kegiatan yang terencana 

dan untuk mencapai tujuan kegiatan (Tauhid, 2022). 

          Rehabilitas sosial rumah tidak layak huni (RS-RTLH) adalah program yang 

diperuntukkan kepada rumah tangga miskin,yang memiliki rumah tidak 

memenuhi standar untuk dihuni. Dengan maksud agar mereka dapat 

meningkatkan taraf kehidupan secara wajar dan memiliki hunian yang memenuhi 

standar.Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk 

miskin melalui pemberian kepada yang bersangkutan untuk berpartisipasi aktif 

dalam melaksanakan kegiatan secara swakelola, serta melestarikan hasil 

pencapaian kegiatan secara mandiri dengan pembiayaan dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara hibah dalam negeri, Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran pendapatan dan belanja daerah. Anggaran 

pendapatan dan belanja daerah Kota/Kabupaten maupun sumber dana lain yang 

tidak mengikat.sebagai fungsi penyelenggara program Rehabilitas sosial rumah 

tidak layak huni yang membantu dalam melaksanakan perbaikan baik dalam 

proses survei,sampai pada tahap perbaikan (Tauhid, 2022). 

          Program Rehabilitas sosial rumah tidak layak huni tidak hanya berfokus 

pada aspek fisik rumah saja,tetapi jauh lebih penting adalah bagaimana 

membangun kapasitas kelompok fakir miskin ini memahami dan menyadari 

bahwa pentingnya tempat tinggal yang layak huni dan aspek sosial dalam 

lingkungan keluarga.Begitu pula ketika pelaksanaan di lapangan, harapannya 
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adalah muncul rasa kesetiakawanan sosial dan semangat gotong-royong di 

masyarakat yang kini mulai pudar. Selain itu, dengan adanya program ini 

diharapkan dapat membantu meringankan kesulitan keluarga miskin untuk 

memiliki rumah layak huni.program Rehabilitas sosial rumah tidak layak huni 

mengatakan bahwa beliau hanya mengandalkan kuli bangunan,menurut 

pendapatnya apabila masyarakat sekitar ikut terlibat,keluarga penerima manfaat 

tidak memiliki biaya lebih untuk upah kerja (Tauhid, 2022). 

           Desa Mappesangka yang global dan berwawasan lingkungan.rumah tahun 

selanjutnya sesuai jangka waktu yang ditetapkan oleh pemerintah. Bantuan dana 

yang diberikan sebesar Rp. 20.000.000. (Duapuluh Juta Rupiah) berupa bahan 

bangunan. Dengan batuan yang hanya berupa bahan bangunan atau bahan 

material, masyarakat merasa dengan hanya bantuan tersebut tanpa adanya biaya 

untuk menyewa pekerja. Melakukan sosialisasi secara berkala kepada 

masyarakat bukan hanya kepada penerima manfaat saja namun juga melakukan 

sosialisasi, kepada masyarakat yang tidak mendapatkan rehabilitas rumah tidak 

layak huni Meningkatkan pengawasan khususnya terhadap proses pengiriman 

bahan baku bangunan yang dilakukan oleh pihak matrial (Toko Bangunan) kepada 

penerima manfaat, agar tidak terjadi hambatan dan kendala dalam proses 

pengiriman (Tauhid, 2022).  

     masyarakat harus menyiapkan dana untuk menyewa pekerja sehingga 

masyarakat yang belum mempunyai dana akan menunda perbaikan rumah yang 

pada akhirnya menyebakan penyelesaiakan perbaikan tidak sesuai dengan yang 

ditentukan sebelumya.Bantuan Stimulan Bedah Rumah yang dijalankan 
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seharusnya bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas rumah 

sehingga layak untuk dihuni,tetapi masyarakat penerima bantuan merasa dana 

yang diberikan kurang untuk membangun rumah sehingga juga memperlambat 

lajunya penyelesaian perbaikan rumah.implementasi berkenaan dengan berbagai 

kegiatan yang dilakukan pada realisasi program. Implementasi kebijakan 

merupakan tahap yang strategis dalam proses kebijakan publik.Suatu kebijakan 

harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan 

(Grindle, 2020). 

          Dari observasi yang telah dilakukan Pemerintah membuat program bedah 

rumah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, terkait hal ini yang 

beberapa penelitian menyatakan bahwa program pelaksanaan bantuan perumahan 

berjalan dengan transparansi dan dilakukan evaluasi dan meningkatkan kinerja 

yang lebih baik lagi.dalam kegiatan tersebut tujuan penulis akan menyampaikan 

tujuan mengenai penelitian tentang Implementasi program renovasi rumah tidak 

layak huni,karakter ini pernah di lakukan oleh beberapa peneliti,diantaranya 

berdasarkan data berikut: 

 

 

         Pada peneliti pertama terkait dengan implementasi kinerja program 

pemugaran rumah tidak layak huni di kabupaten purbalingga.termasuk dalam 

kategori program yang baik, meskipun belum merata dan belum dapat dijadikan 

sebagai solusi permasalahan kemiskinan, karena program ini hanya memiliki 

dampak pada aspek pengentasan kemiskinan yaitu dalam hal papan. 
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          Berdasarkan penelitian kedua terkait dengan melakukan kebijakan 

implementasi terhadap program rehabilitas sosial rumah tidak layak huni (RS-

RTLH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kelurahan kota 

tengal.dengan mengunakan metode kualitatif dalam penelitian ini,di temukan hal 

yaitu secara keseluruhan pelaksanaan program masih belum maksimal dan 

terkesan monoton.selain itu setelah pelaksanaan program,masyarakat masih belum 

dapat dikatakan sejahtera karena dapat beberapa indikator yang belum terpenuhi. 

          Penelitian ketiga terkait dengan implementasi pelaksanaan program  

program perbaikan rumah tidak layak huni di kota surakarta.efisien pelaksanaan 

program,belum sepenuhnya efisien karena masih ada kekurangan, yang terjadi 

dalam kepanitiaan tingkat kota.kecukupan pelaksanaan program yang di nilai dari 

keberhasilan program berdasarkan aspek fisik, ekonomid an sosial  masih belum 

begitutinggi,tingkat responsivitas masyarakat atas program berbaikan rumah tidak 

layak huni juga masih cukup rendah. 

         Penelitian keempat terkait dengan  implementasi kebijakan pelaksanaan 

pembangunan dalam program bantuan rumah tidak layak huni, (RTLH) 

keseluruhan keras kecematan galang secara optimal oleh penerima bantuan namun 

dari proses pelaksanaan pembangunan rumah dengan adanya masalah yang 

timbul,instansi-instansi pemerintah yang berkaitan dengan pelaksanaan. 

Pembangunan rumah banyak memberikan masukan dan saran tanpa adanya 

tindakan yang nyata,dalam hal ini bisa di katakan kurang keseriusan dan 

kesigapan pemerintah untuk mengatasi demi keberhasilan kegiatan ini. 

       Penelitian kelima terkait dengan implementasi rehabilitas sosial bagi 
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penyadang sosial di kota pekanbaru,penelitian ini masih belum bisa menyebarkan 

informasi terkait adanya kegiatan rehabilitas pada kelompok-kelompok 

sasaran.perbedaan dengan penelitian saya yaitu judul,program 

penelitian,pendekatan teori,dan lokasi penelitian. 

      Berpijak dari uraian diatas,banyak hal yang menarik perhatian penulis.maka 

dari itu keinginan dalam diri penulis untuk mengadakan penelitian yang berjudul” 

Implementasi Program Bedah Rumah Tidak Layak Huni Di Desa 

Mappesangka Kabupaten Bone 

A. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pelaksanaan program bantuan renovasi rumah yang tidak 

layak pada masyarakat yang kurang mampu di desa mappesangka 

Kab.Bone 

2. Apa saja hambatan yang dihadapi pemerintah bantuan dalam 

pelaksanaan program renovasi rumah bagi masyarakat di desa 

mappesangka Kab.Bone 

B. Tujuan 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan program bantuan bedah rumah bagi 

masyarakat kurang mampu di desa mappesangka kab.Bone 

2. Untuk mengetahui hambatan yang di hadapi penerima bantuan dalam 

pelaksanaan program bedah rumah bagi masyarakat desa di desa 

mappesangka kab.Bone 

C. Manfaat  

a. Manfaat Toritis 
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1. Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai bantuan dana 

sosial terhadap program renovasi rumah tidak layak huni 

b. Manfaat Praktik 

1. Untuk pemerintah diharapkan penelitian ini memberikan masukan 

atau saran guna mengambil langkah yang tepat untuk pelaksanaan 

bantuan program renovasi rumah yang tidak layak huni 

2. Untuk penulis memberikan memberikan kesempatan bagi penulis 

untuk mengaplikasikan ilmu  Selain itu dapat menambah wawasan 

pengetahuan dan pengalaman bagi masyarak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           



 
 

12 
 

            BAB II 

               TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori  

      Landasan teori ini dimaksudkan untuk memberi jawaban atas pertanyaan 

dalam rumusan masalah sebelumnya. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut 

perlu membedah kembali tentang beberapa konsep yang telah diklarifikasikan 

oleh penulis. Dalam penelitian ini, peneliti menguraikan teori ke dalam beberapa 

teori yakni, Teori Kebijakan Publik, Teori Implementasi Kebijakan Publik. 

Kemudian penjelasan mengenai Definisi Rumah, dan Deskripsi Program 

Rehabilitas Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH). 

     Dalam melaksanakan agenda dari suatu pemerintahan, maka diperlukan 

sebuah program yang mampu diterapkan dan dilaksanakan dalam kehidupan 

bernegara. Agenda tersebut dapat menghasilkan sebuah gagasan yang kemudian 

menjadi sebuah program yang dapat dilaksanakan oleh para stakeholder. Pada 

akhirnya program itu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang 

dimaksud dengan agenda tersebut adalah kebijakan publik. 

     Kebijakan publik, tidak serta merta dapat diimplementasikan langsung. Tentu 

harus ada rumusan-rumusan gagasan yang kemudian diformulasikan ke dalam 

suatu tindakan (program). Karena di dalam perumusan tersebut, setiap orang atau 
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sekelompok orang yang ada di dalam pemerintahan memiliki pandangan dan 

pemahaman yang berbeda mengenai kebijakan publik. Begitu pula ketika 

kebijakan publik dapat dilaksanakan, juga tergantung kepada orang atau 

sekelompok orang yang memahami kebijakan tersebut. 

a. Implementasi Kebijakan 

              Implementasi kebijakan publik merupakan tahapan yang sangat penting 

dalam pelaksanaan dari suatu kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah. 

Kebijakan yang diimplementasikan oleh pemerintah biasanya berbentuk sebuah 

program, yang kemudian program tersebut dapat dirasakan dan bermanfaat bagi 

masyarakat. Tahapan implementasi kebijakan dapat diartikan pula sebagai 

tindakan nyata dan konkrit yang dilakukan oleh pemerintah hasil dari rumusan 

yang telah dibuat dalam tahapan formulasi. Dalam prakteknya di lapangan, 

implementasi kebijakan bisa saja mempengaruhi para objek yang menjadi sasaran 

dalam pelaksanaan. Sehingga harapan dari pengaruh tersebut adalah dapat 

memberikan dampak yang positif bagi masyarakat terutama menyangkut masalah 

kesejahteraan. 

     Studi mengenai implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi 

kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Setelah 
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suatu kebijakan dirumuskan dan disetujui, langkah berikutnya adalah bagaimana 

agar kebijakan tersebut dapat tercapai tujuannya.  

     Penjelasan mengenai studi implementasi menurut Jenkins dalam Parsons 

(2008:463) adalah studi perubahan. Bagaimana perubahan terjadi, sebagaimana 

memungkinkan perubahan bisa dimunculkan. Juga merupakan studi tentang mikro 

struktur dari kehidupan politik, bagaimana organisasi diluar dan didalam sistem 

politik menjalankan urusan mereka dan berinteraksi satu sama lain, apa motivasi 

mereka bertindak seperti itu dan apa motivasi lain yang membuat mereka 

berrtindak secara berbeda. Menurut Meter dan Horn dalam Agustino (2008:139) 

mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai: 

1. tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu- individu/pejabat-

pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan 

pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan 

kebijakan”. 

2. Nugroho (212:675) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan pada 

prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. 

Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan 

publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung 
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mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi 

kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan publik tersebut 

 Proses implementasi kebijakan seperti pada gambar di atas menjelaskan bahwa 

kebijakan publik dioperasionalkan dalam bentuk program. Kemudian program 

tersebut diturunkan menjadi proyek yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan 

(Nugroho, 2012:680). Kegiatan tersebut ditujukan kepada pemanfaat program, 

yang mana pemanfaat program tersebut adalah masyarakat. Pada akhirnya 

kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. 

      Dapat dikatakan bahwa pengertian dari implementasi kebijakan pada dasarnya 

berupa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan 

yang telah di tetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Tindakan tersebut 

berasal dari kelompok pemerintah maupun swasta yang memiliki kemampuan 

untuk bisa mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Namun, pemerintah dalam 

membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih 

      Dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau 

baik bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak 

bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan 

masyarakat.Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat 
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dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (output), yakni: tercapai atau 

tidaknya tujuan-tujuan yang ingin dicapai (Agustino, 2008:139) pendapat tersebut 

tidak jauh berbeda seperti yang dingkapkan oleh Grindle dalam Agustino 

(2008:139) sebagai berikut: 

1. Keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan 

mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan apa yang 

telah ditentukan, yaitu melihat pada action program dari individual 

projects dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai”. 

Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah maka 

kebjakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu 

diimplementasikan dengan sangat baik. Menurut Sabatier dalam Parson 

(2008:487) terdapat enam syarat yang mencukupi dan harus ada untuk 

implementasi yang efektif, yaitu: 

1. Tujuan yang jelas dan konsisten, sehingga dapat menjadi standar evaluasi 

legal dan sumber daya. 

2. Teori kausal yang memadai, dan memastikan agar kebijakan itu 

mengandung teori yang akurat tentang bagaimana cara melahirkan 

perubahan. 
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3. Struktur implementasi yang disusun secara legal untuk membantu pihak-

pihak yang mengimplementasikan kebijakan dengan kelompok- kelompok 

yang menjadi sasaran kebijakan. 

4. Para pelaksana implementasi yang ahli dan berkomitmen yang 

menggunakan kebijakan mereka untuk mencapai tujuan kebijakan. 

5. Dukungan dari kelompok kepentingan dan “penguasa‟ di legislatif dan 

eksekutif. 

6. Perubahan dalam kondisi sosio-ekonomis yang tidak melemahkan 

dukungan kelompok dan penguasa atau tidak meruntuhkan teori kausal 

yang mendasari kebijakan. 

 Hakikat dari implementasi adalah bagaimana rangkaian kegiatan yang terencana 

dan bertahap yang dilakukan oleh instansi pelaksana dengan di dasarkan pada 

kebijakan yang telah ditetapkan oleh otoritas berwenang agar tujuan yang telah 

ditetapkan dapat tercapai. Dalam praktiknya implementasi kebijakan 

menitikberatkan pada permasalahan yang begitu kompleks, bahkan tak jarang 

bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan (Agustino, 

2008:138).Dari definisi diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan 

menyangkut tiga hal, yaitu: 



18 
 

 
 

1. Adanya tujuan atau sasaran kebijakan. 

2. Adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan 

3. Adanya hasil kegiatan. 

Dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu aktivitas atau 

kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapat suatu hasil yang sesuai dengan 

tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. 

b. Model Pendekatan Implementasi kebijakan Publik 

Dalam rangka menjalankan implementasi kebijakan publik, maka diperlukan 

model implementasi yang dapat digunakan untuk melihat sejauhmana 

implementasi berjalan. Ada beberapa model yang dikembangkan oleh para pakar 

kebijakan publik, yakni: 

1. Model Mazmanian dan Sabatier 

Model Mazmanian dan Sabatier adalah model yang disusun atas dasar 

proses implementasi kebijaksanaan. Model implementasi 

yang ditawarkan mereka disebut A Framework for Policy Implementation 

Analysis. Kedua ahli kebijakan ini berpendapat bahwa peran penting dari 

implementasi kebijakan publik adalah kemampuannya dalam 

mengidentifikasikan variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya 
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tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi (Agustino, 

2008:145). 

 Variabel yang dimaksud dalam tahapan implementasi kebijakan adalah tiga 

variabel bebas yang dapat berpengaruh, yakni mudah atau tidak mudahnya 

masalah dikendalikan, kemampuan kebijaksanaan untuk menstrukturkan proses 

implementasi, dan variabel di luar kebijaksanaan yang mempengaruhi proses 

implementasi. Adapun yang menjadi indikator dari variabel mudah atau tidak 

mudahnya masalah kebijakan adalah terdiri dari: 

1. Kesukaran-kesukaran teknis keragaman perilaku kelompok sasaran. 

2. Presentase kelompok sasaran dibandingkan jumlah penduduk. 

3. Ruang lingkup perubahan perilaku yang diinginkan 

Sedangkan pada variabel kemampuan kebijakan, indikatornya dapat disebutkan 

sebagai berikut: 

1. Kejelasan dan konsistensi tujuan. 

2. Digunakannya teori kausal yang memadai. 

3. Ketetapan alokasi sumber dana. 

4. Keterpaduan hierarki dalam dan di antara lembaga pelaksana. 

5. Aturan-aturan keputusan dari badan pelaksana. 

6. Rekruitmen pejabat pelaksana. 
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7. Akses formal pihak luar. 

B. Kajian Konsep 

1. Implementasi 

            Implementasi adalah merupakan langka yang sangat penting dalam 

kebijakan. banyaknya kebijakan yang mampu dilakukan pemerintah tetapi tidak 

terlaksanakan.perbedaan yang sangat pemting dari negara lain tidak sepenuhnya 

terletak pada ideologinya hanya saja tingkat kemampuan negara itu sendiri untuk 

melaksanakan pemerintah,kualitas kemampuan itu dapat dilihat keahlian dalam 

mengimplementasikan setiap keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh sebuah 

polibiro kabinet. 

        Menurut Pasalong (2010:105) Implementasi berkenang dengan berbagai 

pola kegiatan yang di lakukan kepada realisasi program maka dengan hal ini 

administrator mengatur cara untuk mengorganisir berarti mengatur sumber daya 

metode-metode agar melaksanakan proram mengadakan interptasi berkenaan 

dengan mendefinisikan istilah program ini kedalam rencana yang akan di 

jalankan dan petunjuk yang dapat ditetima oleh fasibel.menerapkan berarti 

memakai instrumen-instrumen mengerjakan atau memberian  pelayanan rutin 

melakukan pembayaran dengan kata lain implementasi adalah tahap realisasi 

tujuan program dalam hal ini yang harus di perhatikan yaitu persiapan 

implementasi,yaitu memberikan dan menghituang secara matang adapun 

berbagai kemungkinan keberhasilan dab kegagalan termasuk hambatan atau 

peluang serta kemampuan organisasi yang di serahkan tugas melaksanakan 

program. 
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2. Program 

            Program merupakan suatu unsur yang harus ada untuk terciptanya suatu 

kegiatan,melalui program ini segala sesuatu rencana akan lebih terorganisir dan 

lebih muda dioprasionalkan.hal ini bertujuan untuk program sebagai berikut:“A 

programme is collection of interellated project design to harmonize and integrated 

various action an activities for achieving overall policy objectives”. Program ini 

ubtuk kumpulan proyek-proyek yang saling berhubungan dan suda di desain agar 

melaksanakan kegiatan secara integraf agar mencapai sasaran kebijakan secara 

keseluruhan. 

          Menurut Jones ada beberapapa karakteristik tentu dapat membantu 

masyarakat untuk mengindentifikasi dari suatau aktifitas dalam program rumah 

tidak layak huni sebagai berikut: 

1) Program biasanya memiliki anggaran, program kadang 

biasanya di indentifikasikan melalui anggaran 

2) Program memiliki identitas sendiri, yang bila berjalan 

secara efektif dapat diakui oleh publik. 

             Implementasi kebijakan publik yaitu tahap yang penting untuk 

melaksanakan dari suatau kebijakan yang telah di susun oleh pemerintah 

kebijakan yang diimplementasikan oleh pemerintah biasayan terbentuk sebuah 

program yang kemudian program ini dapat dirasakan dan sangat bermanfaat bagi 

masyarakat yang kurang mampu.langkah implementasi kebijakan dapat di ukur 

pula sebagai tindakan nyata yang di lakukan oleh pemerintah hasil dari rumusan 

yang telah di buat  dalam tahap pormulasi,dalam hal ini yang telah dipraktekan di 
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lapangan implementasi ini bisa saja mempengaruhi para objek yang terjadi 

sasaran dalam pelaksanannya,sehingga pengaruh tersebut dapat memberikan 

dampak yang positif bagi masyarakat terutama masyarakat menyangkut masalah 

kesejahteraan implementasi kebijakan hal ini tahap merupakan strategi dalam 

proses kebijakan publik suatau kebijakan harus di implementasikan untuk 

mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan (Grindle, 2020). 

       Proses implementasi kebijakan mengartikan bahwa kebijakan publik 

dioprasionalkan ke dalam bentuk program.lantas program tersebut diterjungkan 

menjadi proyek yang diwujudkan ke bentuk kegiatan tersebut di kelolah kepada 

pemanfaata program yang mana dari program tersebut yaitu pada masyarakat 

pembagian tugas yang di jeaskan untuk membantu dalam proses implementasi 

dari kebijakan untuk dapat mencapai tujuan.ketertiban dalam kontrak adalah 

kegiatan dalam proses pengelolaan hubungan antara organisasi (Mulyana, 2018). 

            Dapat diketahui agar pengertian dari implementasi kebijakanpada dasarnya 

yaitu adanya tindakan yang dilakukan para pemerintah agar mencapai suatau 

jutuan yang telah di tetapkan untuk suatu keputusan kebijakan.perbuatan tersebut 

berasal dari sekelompok pemerintahan maupun swasta yang mempunyai keahlian 

agar bisa mencapai tujuan yang telah ditetapkan bahwa dalam pengelolaan 

asosiasi  antara organisasi untuk mengelolah hubungan internal dan eksternal  

(Kausar et al., 2021). 

            Hakikat dari sutau implementasi yaitu dengan jalan apa rangkaian kegiatan 

yang terencana dengan tahap yang akan dijalankan oleh instansi pelaksanaan 
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dengan didasarkan untuk kebijakan yang telah di tentukan oleh otoritis berwenang 

agar tujuan yang telah di tentntukan untuk tercapai.Menurut Edwards III,(Grindle, 

2020) dalam studi implementasikebijakan yaitunkrusial bagi administrasi publik 

yang termasuk ke dalam kebijakan publik.suatu implementasi kebijakan dalam 

tahap pembuatan kebijakan antara terbentuknya suatu kebijakan dalam 

konsekuensi kebijakan dalam masyayrakat yang mempengaruhinya.definisi diatas 

dapat di katan bahawa implementasi kebijakan menyangkut tiga hal,yaitu  

(Grindle, 2020). 

1. Komunikasi (Communication)  

Supaya implementasi dalam definisi yang bertangug jawab dalam 

implementasi suatu keputusan harus mengetahui apa saja yang mesti di 

lakukan untuk mengimplementasikan kebijakan.pemerintah agar 

mengimplementasikan kebijakan harus ditrasmirasikan dalam proses yang 

tepat untuk pemerintah harus jelas,akurat dan kosisten.implementasi atau 

penerapan suatu kebijakan publik melalui program, aktivitas, aksi, atau 

tindakan dalam suatu mekanisme yang terikat pada suatu sistem tertentu 

(Syaputra et al., 2021). 

2. Sumber Daya (Resourches)  

Yaitu menekankan setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya 

yang memadai,baik manusia maupun sumber daya finansial.Sumber daya 

manusia adalah kecukupan baik kualitas implementor yang dapat 

melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya finansial adalah 

kecukupan modal investasi atas sebuah program/kebijakan. sudah berjalan 
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secara maksimal namun dengan adanya penggunaan data secara online 

RTLH mengakibatkan belum berjalan secara maksimal dalam 

penyampaian sosialisasi ke seluruh desa (Syaputra et al., 2021).  

1. Program bantuan 

            Program bantuan yaitu memeberikan bantuan dari pemerintah daerah 

untuk individu,kelompok,keluarga matau masyarakat.dalam bentuk ini tidak terus 

menerus.untuk bantuan ini berupa uang dan barang yang diajurkan sesuai dengan 

kemampuan keuangan daerah.berjutuan agar menunjang sarana program dalam 

kegiatanpemerintah daerah dengan memperhatikan asas 

keadilan,rasionalisasi,kepatuan dan juga manfaat bagi masyarakat.proses untuk 

bantuan sosial suatu komitmen pemerintah untuk menanggulangan 

kemiskinan.Program Rehabilitas. program bantuan perbaikan rumah tidak layak 

huni bagi masyarakat kurang mampu (Gunadi et al., 2022). 

           Kesejahteraan adalah suatu tujuan negara bukan berari untuk kewajiban 

negara untuk menciptakan kesejahteraan untuk rakyata maka rakyat tidak 

berupaya untuk mewujudkan kesejahteraan bagi diri seseorang tersebut tetapi 

rakyat mempunyai hak dan kewajiban untuk mencapai kesejahteraaanya.negara 

juga bertugas untuk menciptakan suatu keaadan untuk memungkinakan rakyat 

dapat menjalani hak-haknya sebagai warga negara untuk mencapai kesejahteraan 

mereka semaksiamal mungkin. Program ini di berikan dalam bentuk bantuan uang 

tunai, kemudian akan di cairkan dalam bentuk material bangunan agar terhindar 

dari penyalahgunaan dana bantuan tersebut. Untuk mewujudkan kesejahteraan 

tersebut komponen pertama yang akan dipenuhi untuk adanya kepastian hukum 



25 
 

 
 

dan juga tersedianya barang dan jasa kebutuhan untuk semua warga negara  

(Efendi & Afandi, 2021). 

2. Bedah rumah  

             Program renovasi rumah adalah program yang di serahkan ke pada 

pemerintah ke pada masyarakat yang berpenghasilan renda yang masuk dalam 

kriteria tersebut Kriteria kesamaan erat berhubungan dengan konsepsi yang saling 

bersaing, yaitu keadilan atau kewajaran dan terhadap konflik etis sekitar dasar 

yang memadai untuk mendistribusikan risorsis dalam masyarakat.daya sehingga 

mendapatkan dukungan aparat pemerintah untuk diperoleh rumah-rumah maka 

standar yang layak yaitu kecukupan luas,kualitas, dan kesehatan yang harus 

dipeduni dalam suatau bangunan rumah.persyaratan yang mendapatkan bedah 

rumah berdasarkan peraturan materi dinas pekerja umum yaitu dinas pekerja 

umum  yaitu (Gunadi et al., 2022). 

1. Warga Negara Indonesia 

2. Memiliki lokasi atau tanah dan sudah berkeluarga 

3. Memiliki rumah tapi tidak layak atau belum memiliki rumah 

4. Belum pernah mendapatkan bantuan beda rumah 

 

3. Masyarkat kurang mampu 

Masyarkat yang kurang mampu yaitu sekelompok manusia yang saling 

berinteraksi tetapi kurangnya sehingga tidak memiliki prasarana untuk berinterasi 

karena kurangnya keterikatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.masyarakat 
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yang berpenghasilan renda merupakan kelompok yang tidak berdaya baik karena 

hambatan internal dari dalam dirinya maupun tekanan eksternal dari 

lingkungannyasalah satu hasil interaksai antara individu dalam suatu kelompok 

maupun antara kelompok lainnya stratifikasi sosial dalam suatu masyarakat 

merupakan ciri dari masyarakat yang teratur.Implementasi kebijakan penyediaan 

rumah masyarakat huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang 

dilaksanakan oleh Pemerintah bersama masyarakat telah membawa dampak dan 

manfaat yang luar biasa bagi masyarakat dimana kalangan masyarakat 

berpenghasilan rendah telah memiliki rumah layak huni dan ini merupakan 

kebutuhan dasar yang harus mereka dapatkan. masyarakat mencoba mendorong 

sebuah program yang digerakan secara langsung melalui kolaborasi antara Dinas 

Sosial dan stakeholder terkait dalam mengimplementasikan program tersebut 

(Fatwa, 2022). 

C. Hasil Penelitian Relevan 

Tabel 3.1 Hasil Penelitian Relevan 

1. Judul Model bantuan rumah tidak layak huni Rehabilitas 

Sosial Rumah Tidak Layak Huni menggunakan 

sistem pendukung kapupaten desa cangkring 

rembang kecermatan karanganyar kabupaten demak. 

Jurnal  Disprotek  

Volume dan halaman Volume 10 Nomor 1, Januari 2019 

ISSN   ISSN. 2088-6500 

Tahun 2019 

Penulis  Jazuli, Ahmad 

 Nurkamid, Mukhamad 

Lembaga  Universitas Muria Kudus 
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Negara Indonesia 

Latar Belakang Kebutuhan rumah yang layak huni yang bersikap 

utuh dengan saran dan prasarana yang manual 

menjadi hak setiap warganya.di dalam negara hal ini 

pemerintah telah menjelaskan peraturannya di dalam  

Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 adapun yang 

dikenalkan dengan Undang-Undang dasar peraturan 

bupati no 5 tahun 2016 tentang alokasi dari dana 

desa pada undang-undang tersebut dengan 

masyarakat untuk memebangun desanya agar lebih 

baik dan tidak menjadi hal yang mustahil untuk 

dapat tercapai,sehingga bantuan dana dari pusat 

kedaerah lebih bayak yang di berikan dari pada yang 

dibandingkan kegiatan untuk lembanga lainnya.akan 

hanya tetapi fakta yang ada di lapangan banyak 

warga ksususnya desa-desa masih belum memiliki 

tempat tinggal yang layak huni(sejahtera).pada 

penelitian ini di bentuk sebuah model pendukung 

keputusan untuk menentukan pemberian bantuan 

kepada masyarakat.apabila yang hanya dapat 

memebrikan bantuan untuk mengambil keputusan 

penyelesaian bantuan dana rumah yang bisa di 

bilang tidak layak rehabilitas sosial rumah yang 

tidak layak huni. 

Teori Yusuf Maulana. aplikasi yang dapat memberikan 

bantuan dalam pengambilan keputusan penyeleksian 

bantuan dana Rumah Tidak Layak Huni Rehabilitas 

Sosial Rumah Tidak Layak Huni berbasis Web. 

Metode  penelitian metode multifatactor evaluation process (MFEP) 

 Hasil penelitian Adapun hasil dari penelitian ini adalah model sistem 

pendukung keputusan memakai metode multifactor 

evaluation process agar menetukan bantuan 

pemugaran rumah masyarakat yang bisa di bilang 

sudah tidak layak dengan sesuai kriteria ketidak 

kepemilikan status rumah,dinding rumah,lantai 

rumah,serta atap dan luas tanah pembangunan. 

Kesimpulan Aplikasi sistem penunjang keputusan yang di 

kembangkan menggunakan beberapa pendekatan 

kriteria yaitu suatau kepemilikan rumah tersebut 

ststus rumah,luas pembangunan,status penghasilan 

masyarakat. 
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Kelebihan Agar memastikan bantuan pemugaran rumah yang 

tidak layak huni yang sesuai dengan kriteria 

kepemilikan rumah 

 Kekurangan Masih banyak kekurangan di dalam kebutuhan 

rumah laya layak masyarakat khususnya di daera-

daerah masih berpeluang besar sehingga dalam hal 

ini pemerintah segar melakukan  upaya agar kesejah 

teraan hidup seseorang meningkat. 

 Persamaan dengan 

penelitian yang akan 

dilakukan 

Persamaan yaitu untuk membeberkan aplikasi untuk 

sistem pedukung dalam keputusan yang digunakan 

untuk model bantuan rumah yang tidak layak 

 Perbedaan dengan 

penelitian yang akan 

dilakukan 

Perbedaan mengunakan model sistem pendukung 

agar membentuk pemerintah ditingkat desa sebagai 

bantuan rumah tidak layak huni  

 2.  Judul  Implementasi program pemberdayaan sosial 

dalam rehabilitas rumah yang tidak layak di kota 

cilegon 

 Jurnal  Kebijakan pembangunan daerah 

 Volume dan halaman Vol 5,no.2, Desember 2021,hal.138-150 

 ISSN Issn . 2597-4971 

 Tahun 2021 

 Penulis Kausar, Ronald Al 

Yulianti, 

 Lembaga Universitas sultan angen tirtayasa pascasarjana 

magister administrasi publik 

 Negara Indonesia 
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 Latar Belakang Kemiskinan memerangkan pemerintah daerah kota 

cilegon sebagai persoalan implementasi fungsi 

pemerintahan.pada tingginya angka kemiskinan di 

kota cilegon salah satunya di tandai dengan upaya 

adanya rumah yang tidak layak huni di kota cilegon. 

 Teori  Hill mencangkup aspek pengelola proses kebijakan 

dan pengelolaan hubungan antara organisasi dan 

kebijakan pengelolaan hubungan antara organisasi 

pengelolaan hubungan internal dan eksternal. 

 Metode penelitian  penelitian yang akan digunakan yaitu metode 

deskriptif dalam pendekatan kualitatif 

 

 

 

Hasil penelitian  penelitian, mengelola proses kebijakan pada 

implementasi program prose sosial dalam rehabilitas 

rumah tidak layak di kota cilegon belum sepenuhnya 

berjalan dengan baik oleh karena itu masih ada 

beberpa rumah yang tidak layak huni yang belum 

selesai direhabilitaskan. 

 Kesimpulan  Manajemen proses kebijakan memberikan tentang 

penugasan tanggung jawab yang sangat jelas dalam 

terpenuhinya tugas,seperti halnya kapan dan mana 

saja kebijakan tersebut diterapkan.untuk saat ini 

proses pengelolaan kebijakan sangat membutuhkan 

perhatian untuk memadai di dalam perumusan 

kebijakan untuk keputusan membuat undang-undang 

dan program kebijakan,dengan tugas serta tanggung 

jawab yang jelas. 

 Kelebihan  sumberdaya manusia pada pelaksanaan rehabilitasi  

hal yang mendung dari dana pusat dan daerah bisa 

cepat di turunkan agar program beda rumah terrus 

berjalan ke pada masyarakat yang layak 

membutuhkan program beda rumah 

 Kekurangan   Penelitian tidak mencantumkan jumlah rumah 

sebagai subjek yang akan diteliti 

 Persamaan dengan 

penelitian yang akan 

dilakukan 

Persamaan yaitu dalam membentuk seleksi bantuan 

pemugaran rumah yang tidah layak huni 

 Perbedaan dengan 

penelitian yang akan 

dilakukan 

Perbedaannya yaitu dapat berkonstribusi dalam 

objektif memberikan bantuan yang tepat sasaran 

untuk dapat dirasakan mafaatnya oleh warga 

 3. Judul  Implementasi program bantuan rumah tidak layak 

huni teruntuk masyarakat kurang mampu di daerah 
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bagan sinembah kabupaten rokan hilir,program riau 

 

 

Jurnal  Ilmu pemerintah administ publik dan ilmu 

komunikasi 

 Volume dan halaman Volume 1 No 2,halaman 165-174 

 ISSN 2550-1305 

 Tahun 2019 

 Penulis  Pemerintahan, Jurnal Ilmu Publik, Administrasi 

 Lembaga  Universitas Medan Area, Indonesia 

 Negara  Indonesia. 

 Latar Belakang Hilir provinsi riau yaitu terkait sumber yang akan 

dilihat dari suatau sumber daya masyarakat yang 

tidak memiliki keahlian untuk kemampuandi dalam 

pembangunan rumah yang tidak layak ini dan tidak 

memadai dalam anggaran  dalam pembangunan 

rumah tidak layak serta dari di mensi skruktur 

birokrasi terkait dengan tidak adanya prosedur 

oprasi standar di dalam pembangunan tersebut 

 Teori Whitney yaitu metode deskriptif merupakan 

menfapaian fakta dengan interperensi yang sangat 

tepat 

 Metode penelitian penelitian sebagai kualitatif 

  Hasil penelitian  Hasil penelitian menpilkan bahwa implementasi 

program bantuanbedah rumah untuk masyarakat  

yang kurang mampudi kacamatn bagan sinemba 

kab.rokan hilir provinsi 

 Kesimpulan Merai implementasi program bantuan beda rumah 

untuk masyarakat yang kurang mampu di kacamatan 

bagan sinembah kabupaten rokan hilir provinsi riau 

tidak berjalan sesuai prosedur 

 Kelebihan   implementasi kebijakan publik terdiri dari dua 

pilihan yaitu langka yang ada yaitu 

pengimplementasian dalam bentuk program untuk 

melalui kebijakan turunan darikebijakan publik 

 Kekurangan   Kekurangannya yaitu pendukung pemerintah bagi 

rumah yang tidak layak huni yang masih proses 

penghitungan yang di jelaskan secara manual dan 

masih kurang efektif 
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 Persamaan dengan 

penelitian yang akan 

dilakukan 

 Persamaan yaitu aplikasi dikembangkan 

mengunakan memasukan ada beberapa kriterai 

untuk pemilihan rumah yang kurang layak 

 Perbedaan dengan 

penelitian yang akan 

dilakukan 

Perbedaannya yaitu apalikasi ini menghasilkan 

keputusan (penilaian) yang berbasis objektif 

 4. Judul Implementasi kebijaka program rehabilitas rumah 

tidak layak di desa jambuluwuk kacamatan ciawi 

kabupaten bogor 

 Jurnal Jurnal Ilmu Pemerintahan 

 Volume dan Halaman Volume 1 nomor 3, halaman  289-297 

 ISSN ISSN 2963-590X | 

 Tahun  2022 

 Penulis Tauhid, Karimah 

 Lembaga Universitas Djuanda Bogor 

 Negara Indonesia 

 Latar Belakang Timbul keinginan penulis untuk melakukan 

penelitian mengenai implementasi program 

Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni 

Rehabilitas. 

 Teori A .Hoogerwert kebijakan publik merupakan suatu 

unsur yang harus ada pada politik, disebutkan juga 

bahwa kebijakan ini dilakukan untuk mencapai 

tujuan tertentu. 

 Metode Penelitian metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif 

 Hasil Penelitian Rehabilitas Sosial Rumah Tidak Layak Huni  di 

Desa Jambuluwuk meliputi Melakukan sosialisasi 

secara berkala kepada masyarakat bukan hanya 

kepada penerima manfaat saja namun juga 

melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang tidak 

mendapatkan Rehabilitas Sosial Rumah Tidak 

Layak Huni. 

 Kesimpulan Dimensi Karakteristik Organisasi Pelaksana. Dalam 

dimensi ini informan mengatakan bahwa pihak 

lembaga pemberdayaan masyarakat tidak 

membentuk lembaga/unit untuk membantu 

mempercepat proses penyelenggaraan program 

Rehabilitas Sosial Rumah Tidak Layak Huni, namun 
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keterlibatan anggota keluarga dalam proses 

perehaban rumah memberikan pengaruh yang 

signifikan untuk membantu mempercepat proses 

pengerjaan rumah. 

 Kelebihan   Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan 

terhadap informan, peneliti melihat tanggapan 

masyarakat dalam program ini sangat positif, karena 

dengan adanya program ini sangat membantu untuk 

mensejahterakan dan membantu masyarakat yang 

kurang mampu untuk memperbaiki rumah yang 

tidak layak huni menjadi rumah yang layak huni 

 Kekurangan  Peningkatan pengawasan terhadap proses 

pengiriman suatu bahan bangun yang diberikan pada 

kepada masyarakat yang menerima bantuan agar 

tidak adanya hambatan dan kendala dalam suatu 

proses pengiriman. 

 Persamaan dengan 

penelitian yang akan 

dilakukan 

Sama pada dominan penelitian opjektif dalam hal ini 

di lakukan di desa jambuluwuk kec.ciawi kab.bogor 

mengembangankan motode untuk sisitem 

pendukung keputusan yang digunakan sebagai 

motode multifactor evaluation 

 Perbedaan dengan 

penelitian yang akan 

dilakukan 

Perbedaannya mengembangankan motode untuk 

sisitem pendukung keputusan yang digunakan 

sebagai motode multifactor evaluation 

 5. Judul  Implementasi kebijakan program penyediayaan 

rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan 

rendah di kota tangerang 

 Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah 

 Volume dan Halaman Volume 20 nomor  2, halaman 188-197 

 ISSN ISSN 2684-8856 

 Tahun  2020 

 Penulis  Muhtadi, T Y 

 Lembaga  Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang 

 Negara  Indonesia  

 Latar belakang Penelitian ini memberikan petunjuka untuk meneliti 

implementasi kebijakan program bagi masyarakat 

yang kurang mampu dan yang berpenghasilan renda 

di kota tangerang 

 Teori S. Grindle dimana keberhasilan implementasi 

kebijakan sangat di tentukan oleh tingkat 

pengimplementasian oleh kebijakan itu sendiri dari 
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content of policy dan context of policy. 

 Metode penelitian penelitian deskritif kualitatif. 

 Hasil penelitian Dengan adanya Implementasi kebijakan program 

rumah yang tidak layak bagia sebagian masyarakat 

yang kurang mampu di kota tanggerang saat ini 

berjalan dengan baik hal ini bisa d lihat dari peranan 

dinas perumahan terhadap pelaksanaan program 

sudah sesuai fungsinya 

 Kesimpulan  Terkai dengan penelitian ini implementasi kebijakan 

penyediyaan rumah layak huni bagi warga negara 

yang berpenghasilan renda d kota tanngerang telah 

berjalan sangat baik.dari hasil keberhasilan 

kebijakan ini adanya komitmen yang sangat kuat 

dari pemerintahan kota tanggerang serta dari 

dukungan sumber daya manusia dan juga di beri 

anggaran serta sarana dan prasaran sangat baik.. 

 Kelebihan  Adanya pola kehidupan bagi masyarakat agar 

mendapatkan rumah yang layak sesuai dengan 

standar kesehatan dan lingkungan yang baik dan di 

samping juga telah merubah lingkungan yang tidak 

baik serta pengurangan jumlah rumah yang tidak 

layak di kota tangerang. 

 Kekurangan  Pada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat 

dalam membentuk suatu pelaksanaan kebijakan 

program agar dapat lebih optimal. 

 Persamaan dengan 

penelitian yang akan 

dilakukan 

Sama-sama mengunakan metode penelitian 

implementasi program penyediayaan rumah yang 

tidak layak 

 Perbedaan dengan 

penelitian yang akan 

dilakukan 

Perbedaan Jenis manfaat yang dihasilkan,Derajat 

perubahan dan Sumber Daya yang dihasilkan. 

 

D. Kerangka Fikir 

      Kebutuhan rumah merupakan suatu kebutuhan pokok bagi setia masyarakat 

setiap inividu akan mengutamakan kebutuhan dasar di bandingkan kebutuhan 

skundernya begitu juga pada kebutuhan rumah setiap manusai akan berusaha 

memenuhi kebutuhanwilayah yang harus ditangani. kebijakan publik 

memfokuskan pada masalah-masalah publik. Kebijakan publik menganalisi soal 
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bagaimana isu dan prsoalan publik diidentifikasi, disusun dan bag akan rumahnya 

di dalm tingkat kehidupan masyarakat sumber daya berbagai pendukung dan 

pendorong dalam pelaksanaan progran renovasi rumah yang tidak layak huni 

seperti sumber daya manusia yang ada di wilayahnya yang harus ditangani publik 

kebijakan memfokuskan pada masala-masalah publik kebijakan publik 

menganalisis soal bagaimana isu dan  persoalan publik didefinisikan disusun dan 

bagaimana semuanya diletakkan dalam agenda kebijakan dan politik.dan sumber 

daya sarana dan prasarana yang harus sesuai dengan kebutuhanya.dari latar 

belakang masalah yang telah di kemukakan oleh peneliti  dan  diberikan kerangka 

fikir untuk menjelaskan analisis pelaksanaan program bantuan renovasi rumah 

bagi masyarkat yang kurang mampu sebagai berikut (Mabel et al., 2022).    
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Skema Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implementasi Program 

Renovasi Rumah yang Tidak 

layak di Desa Mappesangka 

Kabupaten Bone 

Pelaksanaan program bantuan 

beda rumah 
hambatan penerimaan bantuan  

 Rapat pemerintah desa yang 

mendapatkan bantuan 

 Sosialisasi dan membentuk 

kelompok penerima bantuan  

 Pencapaian tujuan 

menyeluruh 

 Kepuasan terhadap program 

 

 Banyaknya persyaratan 

 miskomunikasi 

 Kecemburuan sosial 

Teori kebijakan publik 

Teori implementasi 

kebijakan publik 
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         BAB III 

             METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis pendekatan penelitian 

      Jenis penelitian yang digunakan  untuk penelitian ini adalah Mix Method atau 

metode kombinasi penelitian Mix Method adalah pendekatan penelitian yang 

menggabungkan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif, dan model atau 

desain concurent embeded. Mix Method merupakan penelitian yang di gabungkan 

antara metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dengan kedua metode ini secara 

tidak sebanding,penelitian kuantitatif menggunakan induksi numeratif, sedangkan 

penelitian kualitatif menggunakan induksi analitik dalam penarikan 

kesimpulan.(Siti, 2021) 

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian Peneliti 

     Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 21 September 2023, Lokasi penelitian  

di Desa Mapesangka kec.Ponre kabupaten Bone 

C. Fokus Penelitian 

      Objek atau fokus penelitian ini yaitu evektivitas program renovasi rumah yang 

tidak layak, objek atau fokus dalam penelitian ini didefinisikan untuk tingkat 

keberhasilan dari program renovasi rumah yang tidak layak ini untuk 

melaksanakan tujuan atau sasaran dalam program rumah tidak layak huni, Dalam 

kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Penelitian ini bertujuan agar 

menganalisis pelaksanan dan penerapan kebijakan untuk pengelolaan bantuan 
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program renovasi rumah mulai dari proses pengususlan,pembangunan hingga 

pemanfaatan yang akan di lakukan (Handayani & Safrida, 2022). 

D. Informan Penelitia 

Populasi yaitu wilaya generalisasi untuk yang terdiri atas subjek dan objek yang 

memepuyai kuantitas dan karateristik yang telah ditetapkan untuk peneliti agar 

dipelajari dan kemudian diberi kesimpulan, Populasi merupakan keseluruhan dari 

variabel yang menyangkut masalah yang di teliti (Sugiyono, 2019). 

a. Informan kunci yaitu masyarakat yang terdiri dari 10 orang yang  

mendapatkan bantuan bedah rumah. 

b. Informan utama yaitu kepala desa dan sekertari desa yang mejalankan 

bantuan bedah rumah yang telah diberikan oleh pemerintah bagi 

masyarakat yang kurang mampu. 

c. Informan pendukung yaitu warga atau tetangga terdiri dari 3 informan 

yaitu orang-orang yang mendapatkan bantuan bedah rumah dalam 

interaksi sosial informan utama yang ingin diteliti. 

 

1. Kualitatif untuk memperoleh informan penelitian,untuk peneliti 

menggunakan purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel 

sumber data untuk pertimbangan tentu sangat memudahkan peneliti 

menjelajahi situasi atau objek yang diteliti (Sugiyono, 2019) 

NO Nama Pekerjaan Jenis kelamin 

1 Andi rasdi sumange Kepala Desa Laki-laki 
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2 Sarmila sari BPD perempuan 

3 Rustan timbang Angota RTLH Laki-laki 

4 Hasanuddin  Petani/warga Laki-laki 

5 Rahman Petani/warga Laki-laki 

6 Raupung Petani/warga Laki-laki 

7 Cengke Petani/warga Laki-laki 

8 Baso Petani/warga Laki-laki 

9 Rustan  Petani/warga Laki-laki 

10 Anti  Petani/warga Laki-laki 

 

2. Kuantitatif Sampel adalah bagian dari sejumlah karateristik yang dimiliki 

oleh  populasi untuk digunakan penelitian,teknik pengambilan sampel 

dalam penelitian ini yaitu sampling tenuh menurut (Sugiyono, 2019). 

Teknik sampling jenuh merupakan teknik penentuan sampel di mana 

semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. 

1. Adapun kriteria informan penelitian 

a. Masyarakat  

1) Hasanuddin  

2) Andis  

b. Badan permusyawaratan desa (BPD) 

1) Rustan timbang 

2) Sarmila sari 

c. Pemerintah Desa  
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1) Kepala Desa 

2) Sekertaris Desa 

Tabel 3.2 informan penelitian 

Kategori Jumlah orang 

Pemerintah 1 

Kepala Desa 1 

Badan permusyawaratan desa (BPD) 1 

Masyarakat penerima bantuan 7 

Total 10 

Sumber data primer yang diolah peneliti 2023 

2. kuantitatif 

tabel 3.3 jumlah populasi berdasarkan kolektibilitas 

Kategori  Jumlah orang 

Pemerintah Desa 12 

Kepala Desa  1 

Badan permusyawaratan desa (BPD) 8 

Hasanuddin  7 

Raupung  6 

Rutan  5 

Rahman  5 

Baso  6 

Cengke  8 

Anti  4 

Total 62 

 

Sumber data promer yang diolah peneliti 2023 

Teknik pengambilan sampel menggunakan probability sampling dengan 

teknik simple random sampling (Sugiyono, 2011). 

Rumusan sampel sebagai berikut: 

n =  
N 

N d 
2
 + 1 

 

Keterangan: 

n  : Jumlah sampel 
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N  : Jumlah Populasi 

d  : Nilai presisi (ketelitian) sebesar 95 % 

 

Berdasarkan rumus tersebut, besarnya sampel penelitian yaitu: 

n =  
N 

N d 
2
 + 1 

n =  1221 (0,05)
2 
+ 1 

n =  
1221 

1221 (0,0025)
2 
+ 1 

n =  
1221 

4,0525 

n =  301,29 dibulatkan menjadi 301 

 

Tabel.3.4 jumlah sampel penelitian kuantitatif 

kelektivitas  Sampel  % 

Pemerintah desa 7 2.32 

Kepala desa  1 1.32 

Sekertaris desa 1 1.32 

Kepala dusun  1 1.32 

Masyarakat penerima bantuan  7 54.81 

Badan permusyawaratan desa (BPD) 8 35.21 

Angota RTLH 4 1.32 

Tokoh bangunan/kayu 3 0.99 

Jumlah Populasi 32 100 

 

E. Desain Penelitian Mixed Method 

 

      Desain penelitian merupakan pedoman bagi penulis dalam melaksanakan 

penelitian. Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah concurret 

embedded (campuran tidak seimbang). Desain concurret embedded yaitu 

penelitian penggabungan antara metode penelitian kuantitatif dan kualitatif cara 

mengabungkan 70% menggunakan metode kuantitatif dari 30% metode kualitatif 

ataupun sebaliknya. (Sugiyono, 2019). 
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 gambar 3.1 tahapan mixed methods concrrent embedded diadopsi dari 

(Sugiyono, 2019) (Sugiyono, 2019)  

F. Jenis dan sumber Penelitian 

yang diartikan yaitu sember data dalam penelitian ini yaitu subyek data yang 

diperoleh untuk penelitian ini mengunakan dua sumber data yaitu: 

1. Sumber data primer merupakan data kangsung dikumpulkan oleh peneliti 

dari subjek awalnya dengan menggunakan teknik dalam penelitian 

diperoleh melalui wawancara dan observasi, Mendalam dari narasumber 

yang meneliputi, Pemerintah daerah dan masyarakat penerima bantuan  

bedah  rumah (Ginanjar, 2019). 

Latar 

belakang 

dan 

rumusan 

masalah 

penelitian 

Kajian 

teori 

Pengumpulan data 
KUALITATIF 

 

Pengumpulan data 

KUANTITATIF 

Observasi 
wawancara 

dokumentasi 
angket 

Interpretasi 

data kualitatif 

Analisisi data 

kualitatif dan 

kuantitatif 

Pelapora 

n data 

Kesimpulan 

dan saran 

Penyajian data 

kualitatif dan 

kuantitatif  

Pengelolahan 

data kualitatif dan 

kuantitatif 
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2. Sumber sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi.agar data yang 

langsung di kumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang agar sumber 

pertama agar dapat juga dikatakan untuk bersumber dari dokumen-

dokumen jurnal dan buku  (Ginanjar, 2019). 

G. Instrumen Penelitian 

1. Instrumen Penelitian Kuantitatif 

           Instrumen utama marupakan penelitian kualitatif yaitu peneliti sendiri 

agara peneliti secara langsung meneliti dengan mata kepala sendiri apa saja yang 

terjadi  dan juga mendengarkan dengan telinga sendri untuk prnrliti, Dalam setting 

untuk istrumen utama mengingat data untuk informasi untuk digali untuk sebuah 

roses yang akan ditinjau dari berbagai dimensi serta dinamika yang ikut 

mewarnai. Metode ini digunakan kualitatif untuk perbedaan studi kasusu teknik 

pengumpulan data purposive sampling dengan jumlah responden enam orang 

dengan kesejahteraan masyarakat untuk pengambilan informasi melalui observasi, 

Dokumentasi dan wawancara.(Handayani & Safrida, 2022) 

2. Instrumen Penelitian kualitatif 

a. Wawancara 

Wawancara pada penelitian tersebut berupa wawancara semi skunder 

menurut (Sugiyono, 2019) wawancara adalah semi struktur untuk 

pelaksanaanya lebih bebas.dan wawancara semi struktur digunakan agar 

memperoleh sesuatu yang lebih terbuka di mana adanya kegiatan 

wawancara ini informan sipeneliti mendapat ide-ide terkait dengan 

permasalahan dengan penelitian ini wawancara dilaksanakan mengunakan 
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pedoman wawancara tujuan dari penelitian ini agar untuk mengetahui 

secara mendalam hubungan implementasi program rumah tidak layak huni 

di desa Mappesangka kab.Bone 

b. Observasi  

Observasi ialah teknik mengumpulkan data apabila penelti ingin tahu 

perilaku manusia gejal-gejala alam,proses kerja dan digunakan untuk 

merespon yang tidak perlu besar penelitian ini menggunakan jenis 

observasi pasif.menurut (Sugiyono, 2011) mengatakan bahwa observasi 

untuk partisipasi pasif agar dalam hal ini peneliti datang melihat keadaan 

tempat yang akan diamati dan tidak terlibat dengan kegiatan yang 

dilakukan. 

c. Dokumentasi 

 
           Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data hasil observasi dan 

wawancara agar hasil dari observasi dan wawancara dapat dipercaya 

kebenarannya dengan adanya dokumentasi (Sugiyono, 2019) 

H. Teknik Pengumpulan Data Mixed Method 

      Menurut (Grindle, 2020) dalam mengatakan bahwa penelitian kualitatif  agar 

menekanka dan menggambarkan secara negatif kegiatan ini yang dilakukan dalam 

dampak dari tindakan yang dilakukan terhadap kehidupan mereka. Dari 

penjelasan teori di atas penelitian kualitatif adalah penelitian yang mengambarkan 

dan juga menjelaskan suatu fenomena di suatau lokasi yang menjadi tempat lokasi 

peneliti, Dengan mengunakan metode yang ada serta teknik digunakan dengan 

menggambarkan secara negatif dan juga peneliti ini akan menganalisiskan 
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implementasi program renovasi rumah yang tidak layak bagi masyarakat yang 

berpenghasilan renda di desa mappesangka penelitia ini melakukan proses 

pengumpulan data-data melalui yaitu: 

1. Kuesioner  

            Kuesioner atau angket merupakan daftar pertanyaan tertulis yang telah 

dirumuskan sebelumnya, di mana responden akan mencatat jawaban mereka. 

Sugiyono menyatakan bahwa teknik pengumpul kuesioner adalah teknik 

pengumpulan data yang akan dilakukan dengan cara memberi pertanyan-

pertanyaan atau pernyataan dengan cara tertulis kepada responden agar menjawab. 

Konsioner pertanyan atau pernyataan dapat dilakukan oleh peneliti dengan 

mengetahui secara pasti variabel yang akan diteliti. Kuesioner terdiri dari dua 

jenis yaitu kuesioner terbuka dan kuesioner tertutup. Dalam penelitian ini 

menggunkan jenis kuesioner tertutup, Dimana kuesioner yang disusun dengan 

menyediakan pilihan jawaban yang lengkap sehingga responden dapat memilih 

salah satu jawaban yang sudah disediakan(Sugiyono, 2019) 

2. Observasi 

 Observasi yaitu disebut dengan pengamatan,yakni kegiatan memusatkan 

perhatian kepada suatu objek yang di teliti mengamati serta mencatat dengn 

sistematis hal-hal yang sanagt dianggap penting dan berkaitan dengan penelitian 

menngunakan seluruh panca indera. Untuk teks penelitian kualitatif, Observasi 

SSSagar tidak untu menguji kebenaran hanya saja untuk mengetahui kebenaran 

yang masih berhubungan dengan kategori atau aspek sehingga studi yang 

dikembangkan peneliti (Sugiyono, 2019). 
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3. Wawancara  

Wawancara sekali di sebut dengan kuensioner lisan adalah dalam suatu kegiatan 

untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan itu mengungkapkan daftar 

petanyaan kepada informan secara langsung untuk ini mengungkapkan daftar 

pertanyaan ke pada informan secara lisan wawancara ini harus berjalan dengan 

efektif yaitu waktu yang sangat singkat agar dapat diperoleh data sebanyaknya 

serta bahasa yang harus jelas,tertera dan suasan harus tetap rileks agar data yang 

diperoleh ialah data objektif dan jugadapat dipercaya  (Sugiyono, 2019). 

4. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan metode menggunakan bahan klasik agar peneliti 

perkembangan yang khusus ialah menjawab pertanyaan dan persoalan tentang 

apa,mengapa,kenapa dan bagaimana.dokumen yang akan dilakukan yaitu 

mengumpulkan data yang bersifat dokumen yang hanya terdapat pada lokasi 

peneliti.dokumen ini dapat di lakukan dan mencari data-data yang bersangkutan 

dengan hal-hal atau variabel yang berupa buku,surat kabar,transkip,maja dan juga 

sebagainya (Sugiyono, 2019).  

I. Teknik analisis data Mixed Method 
 
1. Analisis data kualitatif merupakan data dalam penelitian kualitatif dan di 

kembangkan agar tujuan hendak, Memebrikan makna terhadap data 

menafsirkan atau mentranspormasikan data dalam bentuk narasi yang akan 

mengarah, Pada temuan yang bernuansa proposisi ilmiah yang akhirnya 

sampai pada kesimpulan-kesimpulan final. Menurut Miles dan Huberman 
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analisis data kualitatif yaitu reduksi data, display data dan penarikan 

kesimpulan (Sugiyono, 2011). 

2. Analisis data dalam kualitatif merupakan pengelolaan data dan merupakan 

kegiatan menganalisis data setelah sumber terkumpul yang terdiri dari 

verifikasi kuesioner, tabulasi data kuesioner dan persentase data kuesioner 

(Sugiyono, 2011). Rumus menghitung persentase, yaitu: 

% =  
N 

X 100 
N

 

Dimana: 

%  : Persentase  

n  : Nilai yang diperoleh 

N  : Jumlah seluruh nilai 

100 : Bilangan tetap 

Kriteria penafsiran data untuk kepentingan penelitian ini merujuk pada 

pendapat (Sugiyono, 2011) yaitu: 

Persentase Kriteria 

81 % - 100 % Sering sekali 

61 % - 80 % Sering 

41 % - 60 % Kadang-kadang 

21 % - 40 % Jarang 

0 % - 20 % Tidak pernah 

 
 

J. Teknik validasi dan reliabilitas penelitian Mixed Methods 

   Validitas internal yang berkaitan deengan derajat akurasi desain penelitian 

dengan hasil yang telah tercapai dibandingkan validitas eksternal berkaitan 

dengan derajat akurasi hasil penelitian yang dapat digenetalisasikan dan 

diterapkan oleh populasi pada sampel tersebut (Sugiyono, 2019) 



48 
 

 
 

1. Data kualitatif 

Keabsahan atau validitasi data untuk penelitian ini lebih fokus pada uji 

kredibilitas.uji kredibiltas untuk penelitian kualitatif agar dapat dilakukan 

melalui perpanjangan keikutsertaan, Ketekunan pengamatan, Tringulasi 

cekkan sejawat kecukupan referensi kajian khasus negatif pengecekan 

anggota dalam uraian rinci, Keabsahan data untu peneliti. Penelitian ini 

menggunakan triangulasi triangulasi dan juga sumber data metode untuk 

mempertimbangkan tenaga, Waktu akses dan juga biaya data kuantitatif 

merupakan data yang, Diperoleh secara kuantitatif untuk melakukan uji 

validitas bertujuan agar mengukur atau tindakan dalam suatau kuensioner 

dan untuk mengukur apa saja yang perlu di ukur dengan tepat. 
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                     BAB IV 

                       GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

1. Gambaran Umum Desa Mappesangka 

a. Kondisi Geografis Desa Mappesangka 

      Desa Mappesangka merupakan sala satu Desa yang yang terletak di 

Kecematan Ponre Kabupaten Bone provinsi Sulawesi Selatan dengan luas 

wilayahnya kecematan ponre sekitar 68,62 Km.jarak desa mappesangka dari 

pusat pemerintahan sekitar 40 KM.secara Geografis Desa Mappesangka 

merupakan daerah dataran rendah dan pegunungan dengan 1035-1100 M 

diatas permukaan laut,dan kuantitas curah hujan sebanyak 2000-3000 

mm/tahun dengan suhu udara rata-rata 15C-30C.adapun batas-batas wilaya 

Desa Mappesangka sebagai berikut: 

Sebelah Utara                : Desa Turu Adae 

Sebelah Selatan             : Desa Poleonro 

Sebelah Timur               : Desa Mallinrung 

Sebelah Barat                 : Desa Saleba 

b. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin  

Desa Mappesangka dipimpin oleh seorang kepala desa dengan jumlah 

penduduk sebanyak 2678 jiwa,terdiri dari laki-laki 1251 jiwa dan 

perempuan 1427 jiwa dengan jumlah 732 kepala keluarga (KK).Untuk 

lebih jelasnya jumlah pendududk berdasarkan jenis kelamin. 
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NO Jenis Kelamin Jumlah Penduduk Persentase % 

1 

2 

Laki-Laki 

Perempuan 

1251 

1427 

46,71 

53,29 

 Jumlah 2678 100,00 

Tabel  1.Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di desa mappesangka 

  

2. Visi dan Misi Desa Mappesangka 

Visi masyarakat Desa Mappesangka yang mandiri,berdaya saing dan sejahtera 

Adapun misi Desa Mappesangka yang telah ditetapkan melalui proses 

penggalangan aspirasi masyarakat,meliputi: 

1. Meningkatkan tata kekola pemerintahan yang baik,bersih dan bebes 

korupsi. 

2. Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf kehidupan 

masyarakat 

3. Meningkatkan akses,pemerintaan dan kualitas pelayanan 

kesehatan,pendidikan dan sosial dasar lainnya. 

4. Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan 

kawasan perdesaan. 

5. Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk 

pengembangan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan publik. 
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                          BAB V 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

a. Pelaksanaan program bantuan beda rumah pada masyarakat yang 

kurang mampu di desa mappesangka kabupaten Bone 

             Tempat tingga, Makanan dan juga pakaian merupakan hal penting untuk 

kehidupan manusia, Mempunyai rumah bisa menjadi salah satu kebanggan kepada 

setiap orang dan juga menghindari kita dari masalah yang mungkin akan terjadi 

seperti halnya yang kita ketahui bahawa tempat tinggal/rumah kita untuk, 

Menjalanka kehidupan seseorang di masadepan bersama keluarga selain fungsi 

utamanya iyalah tempat kita beristirahat  dan juga berteduh dari cuaca. Namun  

seberapa pentigkah sebuah keluarga untuk memiliki rumah? atau mengontrak 

rumah saja suda cukup? 

           Ketik seseorang ingin mengurangi salah satu beban hidup,maka dari itu 

jawabanya adalah harus memiliki rumah sendiri, Karena sangat beban jika harus 

mengontrak akan dimana kamu harus mengeluarkan uwang sewah di setiap 

bulanya untuk sesuatu barang yang tidak bida kamu miliki di setiap tahunnya, 

Dan juga harga properti akan selalu naik, Kasa dari itu jika pentingnya jika anda 

mengusahana agar memeberi kebutuhan papan ini agar memiliki rumah sendiri, 

Agar kita dapat hidup dengan nyaman dan bebas dan juga bisa mendekorasi 

rumah sesuai dengan keinginan anda. 

          Berdasarkan hasil yang telah dilaukan oleh peneliti di lokasi penelitian ini 

terkait dengan tujuan penelitian telah melakukan observasi ditemukan beragam 
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informasi, Maka dari itu adapun observasi telah di temukan dengan informasi 

maka adapun observasi yang dilaukan peneliti yang ada di sekitaran lingkungan 

masyarakat pada hari selasa pagi, Peneliti melihat ada sebagian rumah warga yang 

melakukan renovasi tetapi belum rampung. 

         Dan keesokan harinya peneliti semakin penasaran dan juga ingin mencari 

informasi atas permasahan di diatas. Bahwa hasil temuan sipeneliti melihat 

langsuang bahwa pemerinta tidak mengikuti aturan dalam alokasi untuk dana 

bantuan program renovasi rumah yang tidak layak huni, Sehingga rumah yang di 

haruskannya mengikuti aturan dari pemerintah mereka lalu mengabaikan yang 

kemudian rumah itu untuk diperluas yang tidak sesuai dengan aturan yang di 

sepakati pemerintah sebelunya, Sehingga banyaknya rumah masih terbengkalai 

akibat dana yang tidak cukup di akibatkan masyarakat menginahkan atauran 

pemetintah yang sudah di tetapkan. 

a. Rapat pemerintah desa yang mendapatkan bantuan program renovasi 

rumah 

            Adapun hasil temuan peneliti dilokasi penelitian, ini melalui dengan 

wawancara dengan pemerintah desa mappesangka ada beragam informasi yang 

telah di temukan untuk suatu bahan di analisis menjadi hal penelitian. Dan juga 

adapun hasil wawancara yang telah di lakukan oleh peneliti di lapangan dalam hal 

ini pelaksanaan program renovasi rumah bagi masyarkat yang ada di desa 

Mappesangka oleh informasi pak AR (44.th) dalam hal ini pemerinta desa 

mappesangka (KADES) yang mengatakan bahwa: 

   “adanya bantuan rovasi rumah ini dari bantuan provinsi agar mempermuda 

rakyat hal ini mempermuda masyarakat untuk agar mereka mumpunyai rumah 
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yang layak dan hal ini jiga masih berkelanjutan hanya saja konsultan yang di 

tinjaudan hal ini juga sering di tanya tentang suskse atau belumnya ruah mereka 

program ini bergantungan pada kita tetapi walaupun bagai mana baiknya kami 

tetap berusaha walaupun masyrakat yang tidak mengikuti tentang aturan dan 

juga ada beberapa juga warga yang perna mengatakan bahwa siap untu 

menyanggupi untuk memperluas volume rumahnya yang otomatis itu sendiri akan 

memebengkak dan ini sangat mempengaruhi untuk tambahnya 

biaya.bagaimanapun agar bisamemanfaatkan ini barang sebaik mungkin kami 

selaku pemerinta desa mappesangka sendiri tidak hanya memberikan beda rumah 

dan sebelumnya kasi suda banyak mensalurkan bantuan seperti infastruktur 

misalnya bumbukaan akses jalan,pengerasan jalan,drainase gedung,lampu 

jalan,vasilitas olah raga sepak bola.lapangan volly,takrow dan juga lapangan 

bulu tangkis dan bantuan untuk pertanian seperti pupuk dan bibik 

jagung,padi,.dan pemerintah desa mappesangkajuga sering memberikan bantuan 

lain bagi masyarakat yang kurang mampu pemerintah desa mappesangka 

berharap  dengan semua bantuan di atas dapat mengurangi beban perekonomian 

dan membuat masyarakat di desa mappesangka bisa sejahterah (Wawancara 21 

Agustus 2023). 

 

 

       Berdasarkan hasil wawancara diatas maka peneliti dapat ditarik kesimpulan 

bahwa program beda rumah yang ada di desa mappesangka sudah ada sejak tahun 

2022 Sampai sekaran. Program beda rumah belum terealisasikan dengan baik, 

Dapat dilihat dari rumah yang diajukan oleh desa Mappesangka belum semuanya 

dapat terselesaikan dengan batas waktu yang telah di tentukan, Karena mungkin 

banyaknya kendala bagi masyarakat yang menerima bantuan beda rumah sehinga 

belum menyelesaikan rumahnya. 

        Adanya pelaksanaan program renovasi rumah yang berasal dari profinsi 

perumahan bantuan ini disalurkan pada desa-desa bantuan ini sebenarnya masih 

berkelanjutan hanya saja konsultan, yang sedikit tertinjau dan sedikit kecewa 

karena ada beberapa rumah yang belum semunya rampung, Pemerintah desa juga 

sudah mengupayakan semaksimal mungkin hanya saja masyarakat ada beberapa 

yang ridak mengikuti aturan pemerintah desa, dan pada akhirnya masyarakat tdak 
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bisa menyelesaikan rumahnya untuk tepat waktu  jika berbicara tentang bantua di 

setiap tahunnya ada sebagian masyarakat yang tidak memanfaatkan dengan baik 

dan juga pemerintah desa sudah memaksimalkan dan memfasilitasi nasyarakatnya 

tinggal kita sebagai masyarakat bagai mana bisa memanfaatkan barang ini, Sebaik 

mungkin,dan juga kemudian senada dengan hasil wawancara dengan pak AN(38 

tahun) dalam hal ini pemerintah desa mappesangka (SEKDES) yang mengatakan 

bahwa: 

 

“adanya pelaksanaan program renovasi rumah ini sebelumnya sudah sesuai 

dengan prosedur dari pemda pusat hanya juga banyak masyarakat yang tidak 

mengetahui atauran-aturan pemd.” (Wawancara, 21 Agustus 2023). 

 

      Berdasarkan hasil wawancara diatas maka peneliti dapat ditarik kesimpulan 

bahwa program beda rumah ini, Dilaksanakan dengan cara yang pertama 

dilakukan pengecekan kepada semua masyarakat yang memiliki tempat tinggal 

yang dapat mengikuti program bedah rumah dan dia memiliki tanah. Atas 

namanya sendiri. Namu ada juga beberapa masyarakat untuk tyang tidak 

mengikuti atauran yang sudah  di sepakati oleh pemerintah. 

           Dalam melakukan pelaksanaa program renovasi rumah pemerintah desa 

mappesangka telah melakukan pekerjaannya sesuai dengan aturan pemda pusat 

dengan jumlah dana 20 juta, yang telah diberikan sebagai dalam bentu material 

bangunan dan jika uang tunai yang di berikan di khawatirkan jika uang akan 

disalah gunakan bukan di pake untuk pembangunan rumah.  Maka dari itu 

pemerintah desa mengalihkannya ke bahan material pembangunan, material ini 

berupa kayu, batubata/batako, semen ,seng dan juga bantu untuk pondasi rumah 

dalam hal ini di lakukan agar masyarakat bisa membangun rumahnya dan tidak di 
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salah gunakan, kemudian mampu mempertegas oleh informan dari pak RS (50 

tahun) selaku [emerintah desa mappesangka (BPD) yang mengemukakan bahwa: 

“kami sudah melakukan kerja sama dengan pemda pusat maka dari itu 

kami jalankan sesuai dengan prosedur tentang program bantua beda 

rumah hanya dengan beberapa masuarakat yang tidak mengikuti aturan 

ini mungkin di karenakan yang di ikuti itu ukuran 5x7 mereka tidaklah 

cukup di dalam satu keluarga besar maka dari itu mereka memperluas lagi 

sekitaran 7x10 dan ada juga 7x11 beragamlah,tetapi mereka berupaya 

menutupi kurangnya bahan bangunan agar berdiri dengan usaha daru hasil 

berkebun itupu tidak menentu ada yang sudah jadi rumahnya ada pula 

yang belum”(wawancara, 21 Agustus 2023). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Gambar 1.1  Rapat pemerintah desa yang mendapatkan bantuan 

Berdasarkan hasil dokumentasi di atas sebagai penerima bantuan bedah rumah 

bisa dikatakan sebagai bentuk dari pertolongan pemerintah kepada masyarakat 

yang tidak memiliki rumah,  yang tidak layak huni,program bantuan beda rumah 

sudah tersalurkan dengan sangat baik ya walaupun terkadang masih ada beberapa 

masalah yang datang dari masyarakat. Karena banyaknya kendala yang di hadapi 
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masyarakat sehingga untuk saat ini masih ada beberapa masyarakat yang belum 

menyelesaikan rumahnya. 

Adapun hasil dari pemerintah untuk mengadakan Rapat pemerintah desa 

yang mendapatkan bantuan dengan masyarakat di desa mappesangka dapat 

dilihat pada tabel 3.3 sebagai berikut: 

Tabel 3.5. pemerintah untuk mengadakan Rapat pemerintah desa yang 

mendapatkan bantuan dengan masyarakat di desa mappesangka 

No. Kategori Frekuensi Persentase % 

1. Sering sekali 14 60,9% 

2. Sering 4 17,4% 

3. Kadang-kadang 2 8,7% 

 Jarang 3 13% 

4. Tidak pernah 0 0,0% 

Total 23 100% 

Sumber: Hasil Kuantitatif. 

Melalui tabel di atas, menyatakan bahwa (60,9%) sering sekali 

pemerintah untuk mengadakan sosialisasi dengan masyarakat di desa 

mappesangka,(17,4%) sering mengadakan sosialisasi dengan masyarakat 

masyarakat desa mappesanga,(18,9%) kadang-kadang pemerintah mengadakan 

sosialisasi dengan masyarakat desa m appesangka, (13%) jarang mengadakan 

sosialisasi pemerintah dengan masyarakat desa mappesangka, (0,0%) tidak 

pernah mengadakan sosialisasi dengan masyarakat. 

          Adanya program renovasi rumah yang tidak layak huni merupakan kegiatan 

untuk dilakukan dalam rangka perbaikan bagi rumah yang tidak layak huni 
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dimana rumah tempat tinggal yang tidak syarat kesehatan sosial, dan juga 

keamanan.program yang dimaksud agar uapay memperbaiki kondisi rumah baik 

secara menyeluruh maupun sebagian atau renovasi sehingga terkabulkannya. 

kondisi rumah yang layak sebagai tempat tinggal pelaksanaannya dan 

didahulukannya agar membangun sarana lingkungan untuk mendukung tempat 

tinggal atau hunian yang sehat untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan 

kesehatan masyarakat yang lebih baik. 

b. Sosialisai dan membentuk kelompok penerima bantuan 

            Sosialisasi yang didirikan melalui kelurahan juga seharusnya terlaksana 

agar yang di sampaikan oleh kepala dusun mappesangka  

“program ini bertujuan agar memperbaiki rumah ywarga yang sudah tidak 

layak program ini di sosialisasikan oleh kepala dusun yang ada di desa ini 

maka dari itu disampaikan mengenai program renovasi rumah ini,untuk 

setiap desa agar mengajukan warganya yang betul-betul sudah tidak layak 

huni dan memenuhi kriteria agar mendapat bantuan”(wawancara, 22 

Agustus 2023). 

 

         Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa untuk koordinasi yang 

dilakukan ini sangat membantu dan juga mempermuda memberikan bantuan ke 

masyarakat  yang masuk dalam kriteria. Program renovasi rumah desa sebagai 

instansi yang posisisnya berbeda untuk masyarkat  untuk hal ini kepala dusun 

yang mengetahu kondisi nasyarakatnya hal ini dapat membantu menjalankan 

program renovasi rumah ini agar berjalan dengan baik, namun halnya yang di 

laukan ke pala desan dan kepala dusun dilakukan secara tertutup artinya hanya 

kepala desa dan kepala dusun yang mendatanggi langsung warga yang memiliki 

rumah yang tidak layak dan masuk. Dalam kriteria bantuan program sebagai 
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penerima agar di lakukan dengan cara seperti ini membuat tidak semua 

masyarakat mengetahui secara jelas program renovasi rumah ini. 

         Namum pelaksanaan sosialisasi yang harus di jalankan oleh aparat bantuan 

renovasi rumah dan juga untuk kepala desa di koordinasinya belum terlaksana 

dengan baik.warga di desa Mappesangka justru lebih mengetahui tentang adanya 

program bantuan ini melalui karang taruna,seperti yang di sampaikan oleh 

masyarakat sebagai informan berikut: 

“saya pertama kali mengetahui adanya program renovasi rumah ini dari 

karang taruna,mereka yang datang ke kami unutuk memberitahu dan 

juja mejelaskan tentang program renovasi rumah yang tidak layak 

huni,.” (Wawancara, 22 Agustus 2023). 

         Berdasarkan hasil wawancara di atas mengatakan bahwa masyarakat yang 

ada di kecematan ponre desa mappesagka mengetahui adanya Renovasi rumah 

melalui karang tarunanya dan dia datang langsung, memberi tahu masyarakat 

yang di anggapnya masuk dalam kriteria tersebut agar mereka dapat membantu 

masyarakat dan juga memberikan penjelasan untuk program. Ini serta mereka 

membantu mendaftar dan menyerahkan berkas-berkas persyaratan di kepala desa 

mappesangka. 

          Sosialisasi yang di laukan merupakan langka awal untuk pelaksanaan 

program walaupun terlihat sepele dan ringan,namun proses sosialisasi ini sangat 

berponesi besar program ini akan berkelamjutan, yang berlangsung dan di ketahui 

oleh masyarakat yang menjadu target sasaran. Warga akan mengetahui program 

yang di berikan  oleh pemerintah dengan jelas kegiatan sosialisasi ini di 

laksanakan do desa mappesangka. 
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“saya menyadari bahwa ridak bisa mensosialisasikan prpgram ini dengan manual 

karena ada keterbatasan akses kami terhadap masyarakat karena yang seharusnya 

menyampaikan ini adalah lurahnya untuk itulah beliu yang mengetahui tentang 

rencana prom yang akan di jalankan dan kondisi masyarakatnya selain itu lami 

mensosialisasikan ke masyarakat yang menerima bantuan. (Wawancara, 22 Agustus 
2023). 

 

         Berdasarkan wawancara di atas mengatakan bahwa untu pelaksanaan 

program Renovasi rumah agar mampu mensosialisasikan program, untuk secara 

langsung ke masyarakat untuk itu pihak kedinasan berinisiatif mengadakan 

sosialisasi melalui mendatanngi langsung rumah masyarakat yang mendapatkan 

bantuan brenovasi rumah, untuk itu sosialisasi juga di lakukan melalui kordinasi. 

Untuk di bangun antara desa dan juga dusun desa Mappesangka, agar 

memberitahu program ini kepada kepla camat yang nantinya untuk pihak 

kacamatanlah yang akan menyampaikan ke desa dan dilaksanakan bersama 

dengan kepala dusun. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                  Gambar 1.2  sosialisasi dan membentuk kelompok penerima bantuan 

Adapun hasil dari Sosialisasi dan membentuk kelompok penerima 

bantuan di desa nappesangka  dapat dilihat pada tabel 3.5 sebagai berikut: 
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Tabel 3.6 Sosialisasi dan membentuk kelompok penerima bantuan di desa 

mappesangka. 

No. Kategori Frekuensi Persentase % 

1. Sering sekali 4 17,4% 

2. Sering 3 13% 

3. Kadang-kadang 2 8,7% 

 Jarang 14 60,9% 

4. Tidak pernah 0 0,0% 

Total 23 100% 

Sumber: Hasil Kuantitatif. 

         Melalui tabel di atas, menyatakan bahwa (17,4%) sering sekali dengan, dari 

Sosialisasi dan membentuk kelompok penerima bantuan di desa nappesangka 

(13%) sering dengan dari Sosialisasi dan membentuk kelompok penerima bantuan 

di desa nappesangka, (8,7%) kadang-kadang dari Sosialisasi dan membentuk 

kelompok penerima bantuan di desa nappesangka, (60,9%) jarang dengan dari 

Sosialisasi dan membentuk kelompok penerima bantuan di desa nappesangka, dan 

(0,0%) tidak pernah dari Sosialisasi dan membentuk kelompok penerima bantuan 

di desa nappesangka. 

        Dari hasil penelitian observasi, dokumentasi dan angkettersebut diketahui 

bahwa sosialisasi yang baik diperlubya di lakukan untuk target sasaran bantuan 

program Renovasi rumah untuk hal itu kriteria rumah yang masuk dalam program 

tersebut, untuk hal itu calon penerima bantuan sebagai mana yang tertera untuk 
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dinas perumahan dan juga kawasan  di kapupaten bone tentang petunjuk program 

renovasi rumah yang tidak layak huni. 

c. Pencapain tujuabn yang menteluruh 

           Untuk tercapainya tujuan meyeluruh yaitu sejauh mana organisasi ini di 

laksanakan tugas agar mencapai tujuan-tujuan yang telah di tentukan sebelumnya, 

untuk hal ini program yang sudah di rancang dan untuk pelaksanaannya tujuan dari 

pada program. Tersebut tercapai maka program ini dapat dikatakan secara efektif 

untuk memberikan dampak terhadap pengguna program.: 

          Adapun tujuan dengan adanya program renovasi rumah ini yaitu untuk 

dapat membantu masyarakat berpenghasilan renda, untuk ke banyakan masih ada 

yang menempati rumah dengan kondisi sudah tidak layak untuk di huni. Untuk 

hal itu tujuan rumah secara umum harus memberikan perlindungan dari segala 

penyakit.serta adanya tujuan dari program renovasi ini di sampaikan oleh 

informan berikut ini: 

 

“untuk program ini bertujuan agar masyarakat memiliki rumah yang layak untuk 

di huni dan membantu pencapaian di desa mappesangka.mengingat akan masih 

tingginya angka kekumuhan di kabupaten bone dan kenapa harus direhab karena 

masih ada sebagian yang sudah mempunyai tanah misalnya warisan atau lainnya 

tetapi rumah yang tidak layak itu seharusnya berkopotensi untuk diberikan 

bantuan  kami memberikan bantuan ini. 

 

          Berdasarkan hasil wawancara di atas menyatakan bahwa di ketahui bahwa 

kebutuhan rumah bagi masyarakat miskin untuk itu setiap warga negara, sudah di 

ataur di dalam undang-undang dasar dan telah terjamin oleh pemerintah indonesai 

maka untuk itu pemerintah mewajibkan agar memfasilitas agar memenuhi 

kebutuhan setiap warganya. Terutama kebutuhan rumah untuk hal itu pemerintah 
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desamelalui program renovasi rumah yang tidak layak dan di peruntukan bagi 

masyarakat yang berpenghasilan renda. Untuk hal ini masyarakat yang suda 

memiliki rumah namun kondisinya tidak layak sehingga pemerintah turun 

Memberikan bantuan tersebut atau merehab rumah tersebut sesuai denga standar 

yang layak huni serta menjadika rumah tersebut, sesuai dengan standar layak huni 

agar menjadirumah dengn fungsi tempat berlindung dan beristirahat  yang 

memberikan kesan yang aman dan nyamandi hal ini juga di sampaikan oleh 

informan berikut: 

“Rumah untuk di wilayah desa mappesangka  dengan adanya program ini jumah 

rumah yang tidak layak sudah cukup berkurang tetapi tidak hilang di karenakan 

rumah tergantung bagai mana cara merawatnya akan hal ini masih bisa saja 

kembali bertambah jika tidak di rawat dengan baik. 

         Berdasarkan hasil wawancara di atas menyatakan bahwa dengan 

terlaksananya program renovasi rumah ini membawa perubahan masi masyarakat 

yang ada di desa Mappesangka dengan adanya pengurangan jumlah rumah, yang 

tidak layak.  Di setiap tahunnya.namun bisa saja berkurangnya jumlah tersebut 

tidak menutup kemungkinan rumah tidak layak huni kedepannya bisa saja 

bertambah hal ini di karenakan jika penghuni tidak merawat dengan baik maka 

akan kembali menjadi rusak, dari itu masyarakat yang mendapatkan bantuan agar 

merawat rumah dengan sebaik-baiknya. 

          kecamatan ponre kabupaten Bone merupakan daerah yang memiliki rumah 

tidal layak huni cukup banyak. Tujuan dari hadirnya program Renovasi rumah di 

desa mappesangka sebagai informan berikut ini: 
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“dengan hadirnya program renovasi rumah ini terutama bertujuan agar membantu 

masyarakat yang kurang mampu yang memiliki rumah sudah tidak layak sehingga 

bisa sejahtera dan layak untuk dihuni” 

         Berdasarkan hasil wawancara di atas menyatakan bahwa Renovasi rumah di 

desa mappesangka agar membantu masyarakat yang berpenghasilan renda yang 

masih banyak memiliki rumah namun tidak layak huni hal ini juga agar membantu 

masyarakat yang kurang mampu. 

 

 

 

 

 

                         

Gambar 1.2  pencapaian tujuan menyeluruh ke masyarakat 

           Dari hasil dokumentasi yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa di desa 

mappesangka untuk masyarakat yang berpeghasilan renda, masih menempati 

rumah dengan kondisi yang tidak layak huni dan dinding rumah tersebut terbuat 

dari papan dan rtiplek yang sudah lama membuat bangunan yang layak dan tidak 

kokoh sehingga sangat membahayakan penghuninya. Untuk pencapaian tujuan 

menyeluruh program ini  bertujuan agar membantu masyarakat agar masyarakat 

mempunyai rumah yang layak untuk di tinggali. 
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         Adapun hasil dari pencapaian tujuan menyeluruh sejauh mana organisasi 

melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan yang telah di tentukan sebelumnya  

dapat dilihat pada tabel 3.13 sebagai berikut: 

Tabel 3.7 Pencapaian tujuan menyeluruh ntuk mencapai tujuan-tujuan yang telah 

ditentukan sebelumnya. 

No. Kategori Frekuensi Persentase % 

1. Sering sekali 3 13% 

2. Sering 3 13% 

3.  Kadang-kadang 7 30,4% 

4. Jarang 10 43,5% 

5. Tidak pernah 0 0,0% 

Total 23 100% 

Sumber: Hasil Kuantitatif. 

         Melalui tabel di atas, menyatakan bahwa (13%) sering sekali Pencapaian 

tujuan menyeluruh ntuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan, (13%) 

sering sekali Pencapaian tujuan menyeluruh ntuk mencapai tujuan-tujuan yang 

telah ditentukan, (30,4%) kadang-kadang sekali Pencapaian tujuan menyeluruh 

ntuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan, (43,5%) jarang dengan sekali 

Pencapaian tujuan menyeluruh ntuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan, 

(0,0%) tidak pernah dengan sekali Pencapaian tujuan menyeluruh ntuk mencapai 

tujuan-tujuan yang telah ditentukan. 

           Berdasarkan hasil penelitian observasi, dokumentasi dan angket tersebut 

diketahui bahwa agar menjadi tujuan utama dengan adanya program ini untuk 

membantu masyarakat yang berpenghasilan rendah dan yang masih menempati 

rumah yang sudah tidak layak agar bisa menempati rumahnya yang lebih layak. 
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Namun pada kenyataan program ini belum tersalurkan dengan makasiman 

sehingga program di katakan belum mampu mengurangi angkah rumah yang tidak 

layak huni di desa mappesangka. 

d. Kepuasan terhadap program 

            Kepuasan adalah kriteria efektivitas yang sanagt berpengaruh kepada 

keberhasilan program ini agar memenuhi kebutuhan pengguna dan juga kepuasan 

yang dirasakan oleh para penguna untuk, berkualitasnya produk jasa yang 

dihasilakan semakin berkualitas produk yang di hasilkan maka semakin kepuasan 

dapat di rasakan oleh masyarakat.    

        Berdasarkan observasi yang telah dilakukan peneliti yang ada di lapangan 

yaitu bahwabyang telah diberikan bantuan program renovasi rumah sudah sanagat 

jauh yang lebih layak untuk di tempati di bandingkan dengan keadan sebelumnya, 

hal ini juga bisadilihat dari segi fisik bangunan untuk bahan bangunan yang 

diberikan merupakan bahan yang kokoh. Dan berkualitas seperti seng rumah yang 

membuat atap tidak bocor lagi batu,semen dan lainnya. Hal ini juga di 

uangkapkan oleh masyarakat yang menerima bantuan program renovasi rumah 

yang tidak layak huni berikut ini: 

Bahan-bahan yang di gunakan cukup bagusdan dan sangat berkualitas  bisa dilihat 

dari segi bekerjannya harus sesuai target jadi kami memaklumi saja kalo masih 

ada kekurangannya sedikit tetapi secara keseluruhan saya cukup puas dengan 

hasilnya. 

 

         Berdasarkan dari wawancara di atas menyatakan bahwa masyarakat di desa 

mappesangka penerima bantuan program renovasi rumah yang tidak layak sudah 

merasa sangat puas dengan hasil yang di peroleh terhadap bahan-bahan bangunan 

yang di berikan dan juga berkepanjanan yang di lakukan.  
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        Untuk bahan bangunan yang digunakannya ini tidak semuanya dari mereka 

dan masih banya juga yang mengunakan bahan dari rumah lamanya untuk ini 

bahanyang ada saat ini masih cukup kurang maka dari itu kami mengambil bahan 

bangunan dari rumah kami yang lama tetapi yang masih bagus untuk digunakan. 

 

        Berdasarkan hasail wawancara di atas mengatakan bahwa bahan bangunan 

yang di berikan tidak terlalu banyak maka dari hal itu mereka mengambil bahan 

seperi kayu yang masih bagusnatau layak untuk di pakai. Bantuan renovasi rumah 

yang tidaka layak huni ini untuk bagain depannya saja karena dari belakang 

rumag itu tidak semaunya dibongkar. Dapat di katakan bahwa para pekerja belum 

bisa mengerjakan pekerjaanya dengan maksimal karena mungkin kurangnya 

bahan bangunan yang di sediakan. 

         Untuk kepuasa terhadap program renovasi rumah yang tidak layak ini dari di 

lihat dari berkualitasnya, produk dan jasa yang diberikan dan tidak akan maksimal 

jika tidak di iringi dengan berkualitas yang baik maka untuk itu di perlukan para 

pekerja yang menguasai bidangnya serta waktu yang cukup,  karena kualitas 

produk dan jasa akan mempengaruhi kepuasan masyarakat terhadap program 

renovasi rumah berdasarkan dari peraturan tersebut dapat di ketahui bahwa 

program pelaksanaan sudah di rencanakan mulai dari penyediayaan bahan 

bangunan. Program ini di laksanakan tanpa adanya keikut sertaan dari 

masyarakat,karena masyarakat hanya menerima hasilnya tanpa perlu 

mempersiapkan bahan-bahannya dan keperluan lainnya sebagai informan: 

“untuk bahan dan tukangnya pihak pemerintah desa untu pelaksanaan program ini 

sangat mengandung kemitraan bersama,jadi merekalah yang memborong 

semuanya,tinggal pihak parkim membilangkan harga jumalh peralatan rumahnya” 

 

         Berdasarkan hasil wawancara di atas menyatakan bahwa pemerintah sebagai 

pelaksanaan program renovasi rumah yang tidak layak, bekerja sama dengan 
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beberpa kementerian sebagai penyediayaan bahan-bahan bangunan dan juga para 

pemborong yang mengerjakan rumah. Yang akan renovasi seperti yang telah di 

gambarkan dibawa ini: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.3 bahan bangunan yang telah di sediakan 

 

Berdasarkan dokumentasi di atas,bisa dilihat bahwa bahan-bahan bangunan sudah 

tersedia dan juga para pekerjanya.dilakukan dengan cara bergantian dari satu 

rumah ke rumah yang lain,sehingga di lakukan tidak bersama. 

        Adapun hasil dari kepuasan terhadap program bantuan renovasi rumah, dapat 

dilihat pada tabel 3.15 sebagai berikut: 

Tabel 3.8 kepuasan terhadap program bantuan 

renovasi rumah. 

No. Kategori Frekuensi Persentase % 

1. Sering sekali 4 17,4% 

2. Sering 2 8,7% 
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3. Kadang-kadang 4 17,4% 

4. Jarang 13 56,5% 

5. Tidak pernah 0 0,0% 

Total 23 100% 

Sumber: Hasil Kuantitatif. 

        Melalui tabel di atas, menyatakan bahwa (17,4%) sering sekali dengan 

masyarakat puas terhadap program bantuan renovasi rumah, (8,7%) sering dengan 

masyarakat puas terhadap program bantuan renovasi rumah, (17,4%) kadang-

kadang dengan masyarakat puas terhadap program bantuan renovasi rumah, 

(56,5%) jarang dengan masyarakat puas terhadap program bantuan renovasi 

rumah, (0,0%) tidak pernah dengan masyarakat puas terhadap program bantuan 

renovasi rumah. 

         Berdasarkan hasil penelitian observasi, dokumentasi dan angket tersebut 

diketahui bahwa Kepuasan masyarakat di desa mappesangka terhadap program 

Renovasi rumah sudah sangat puas hal ini bisa dilihat dari bahan material. 

Bangunan yang telah tersedia merupakan bahan yang sangat bagus dan berkualitas 

sehingga bangunan yang di hasilkan terlihat sangat kokoh,  dan tidak retak,juga 

para pekerja yang diberikan merupakan yang ahli dibandingkan yang lain meski 

ada kendala oleh target waktu yang diberikan. Sehingga sedikit tergesah-gesah 

tetapi para pekerja mampu menghasilkan pekerjaannya yang maksimal dan 

bengunan yang aman dan juga nyaman untu di huni. 

2. Hambatan  di hadapi penerima bantuan dalam pelaksanaan program 

renovasi rumah bagi masyarakat di desa mappesangka kab.Bone 



69 
 

 
 

           Tujuan pembangunan itu sendiri bertujuan agar kesejahteraan masyarakat 

di desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulanag kemiskinan ini di lakukan 

pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan juga prasaran di desa 

mengembangkan potensi ekonomi lokal serta pemanfaattan sumber daya alam 

serta lingkungan secara mendahului persamaan, kekerabatan, gotongroyong agar 

meyujudkan pengurusan perdamainan agar keadilan sosial,tujuan pembangunan di 

desa yaitu identik agar tujuan pembangunan nasional, untuk agar penduduk 

indonesia seutuhnya dan seluruh masyarakat indonesia. Hal ini berarti bahwa 

pembangunan pedesaan bertujuan agar di arahkan untuk mewujudkan masyarakat 

adil dan makmur. 

          Masyarakat di desa Mappesangka untuk umumnya tidak lepas dari suatu 

keadan sosial agar terjadi dalam berkehidupan karena masyarakat di desa 

mappesangka tergolong masyarakat, sosail yang saling berhubugan dengan suatu 

yang lain untuk saling berinteraksi agar mencapai tujuan hidup akan tetapikepada. 

Interaksi sosial yang negatif agar menjeru, uskan ke hal yang negatif dan 

sebaliknya oleh karena itu dalam lingkungan sosial agar terjadi interaksi yang 

posistif maka akan melakukan perbuatan yang tingkah lakukanya yang positif. 

          Oleh karena itu agar melengkapai hasil penelusuran penelitian ini yang 

terkait observasi sehingga sipeneliti malakukan wawancara dari hasil wawancara,  

yang telah di lakukan sebelumnya terkait dengan. Hambatan yang dihadapi 

sipenerima bantuan untuk melakukan pelakasnaan program bantuan renovasi 

rumah yang telah ditemukan untuk informasi di antaranya dari pak AR 44 th 

sebagai (KADES) berikut ini: 
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“untuk hambatan ini yang pertama bahan material agar membangun 

bangunana terkadang terlambat karena tiba-tiba ada beberapa masyarakat 

yang tidak mengikuti aturan atauran jadi memperlambat rampung dan 

memperlambat pembangunana dan saya rasa hanya itu hambatannya 

kalau penyaluran lancar dan juga terbuka” (wawancaran22 Agustus 

2023).  

 

            Adapun hambatan yang harus di lengkapai untuk masyarakat desa 

mappesangka yaitu bahan material pembangunan kadang terlambat dan tiba-tiba 

masyarakat tidak melanggar aturan pemerintah desa mappesangka mengakibatkan 

lambat rampung dari segi penyaluran dan semua sudah sesuai dari prosedur di 

komunikasikan pendapat yang senada dari pak AN 38 th selaku pemerintah desa 

mappesangka (SEKSED).  

“sebenarnya hambatan itu tidak ada dananya lancara hanya saja bukan 

material material kita pesan terlambat datangnya karena material di suatau 

tokoh oleh karena itu kita kewalahan baru barang banyak makanya bahan 

material berharap yang datang cuman itu juga banyak masyarakat tidak 

mengikuti aturan dan banyak pula yang menambah volume pembangunan 

makanya lumayan lama jadi oleh karena itu dana tambah membengkaka  

mungkin itu saja dan saya rasa menonjol sekali kalau dari 

hambayatnya”(wawancara, 22 Agustus 2023) 

 

          Jika dari pemerintah provinsi ke desa dananya sudah lancar oleh saja bahan-

bahan material yang mereka pesan terkadang terlambat hal ini menyebabkan 

lambatnya agar pembangunan renovasi rumah, selain itu agar masyarakat tidak 

mengikutu aturan makanya banyak rumah masyarakat yang mengaraka dana yang 

sangat membengkak hal ini di perlambat untuk pendapatan. Yang sama juga di 

katakan oleh pak HS 55 th (masyarakat yang menerima bantuan) yang 

mengatakan bahwa: 

“untuk soal hambatan tidak banyak hanya saja ada hambatan-hambatan 

kecil seperti material pembangunan yang lambat datanya dan juga biaya 
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sekolah anak-anak keperluan hari ini apa bila di masa panene makanya 

kami jadi terhambat pembangunan rumah mana lagi kita 

menambahvolume makanya memperlambat untuk merampung 

pembangunan”(wawancara 22 Agustus 2023). 

 

        Untuk hasil wawancara di atas kita bisa simpulkan kondisi keuangan 

masyarakat karena sangat susah untuk ini bisa kita lihat dari yang telah diberikan 

bantuan renovasi rumah masyarakat. Masih sangat kepayahan agar 

menyeimbangkan kebutuhan sehari-hari agar rumah yang di bangunan secara 

secepat mungkin dan kodisi itu juga, diperlambat dengan waktu yangbersamaan 

dengan masa panen sehinnga memperlambat penyelesain rumahnya. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 Kades mappesangka menginstruksikan pada perangkat desa dalam 

bantuan program beda rumah 

 

         Darihasil dokumentasi bisa kita lihat diatas dapat kita simpulkan agar 

program renovasi rumah yang tidak layak dapat terlaksana maksimal, kades 

mappesangka menginstruksikan kepada perangkat desa untuk betul-betul 

memperjuangkan warganya.utamanya dalam menginventarisir danmendata 

penerima yang benar-benar memenuhi syarat. Maka dari itu dibutuhkan pola 
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komunikasi yang efektif dalam pelaksanaanya di lapangan.baik antara kepala desa 

maupun dengan sekertaris desa.tidak terkecuali berkomunikasi intens dengan tim 

pendamping program bantun beda rumah.pak kades dan sekdes perlu 

memperjuangkan warganya yang berhak mendapatkan bantuan beda 

rumah.karena rakyat perlu sejah tera dari tempat tinggal juga. Maka mohon ada 

komunikasi yang baik dengan  BPD-nya. 

         Adapun hasil dari hambatan yang di hadapi oleh penerima bantuan dalam 

pelaksanaan program renovasi rumah yang tidak layak yang ada d di desa 

mappesangka dapat dilihat pada tabel 3.5 sebagai berikut: 

Tabel 3.9 Hambatan yang di hadapi penerima bantuan dalam pelaksannan 

program renovasi rumah bagi masyarakat di desa mappesangka kab bone 

No. Kategori Frekuensi Persentase % 

1. Sering sekali 4 17,4% 

2. Sering 3 13% 

3. Kadang-kadang 2 8,7% 

 Jarang 14 60,9% 

4. Tidak pernah 0 0,0% 

Total 23 100% 

Sumber: Hasil Kuantitatif. 

Melalui tabel di atas, menyatakan bahwa (17,4%) sering sekali dengan 

hambatan yang di hadapi penerima bantuan dalam pelaksanaan program 

renovasi rumah bagi masyarakat di desa mappesangka seperti kurangnya bahan 

material, (13%) sering dengan hambatan yang di hadapi penerima bantuan dalam 

pelaksanaan program renovasi rumah bagi masyarakat di desa mappesangka 

kurangnya bahan material, (8,7%) kadang-kadang dengan yang di hadapi 
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penerima bantuan dalam pelaksanaan program renovasi rumah bagi masyarakat 

d desa mappesangka seperti kurangnya bahan material, (60,9%) jarang agar 

hambatan oleh di hadapi penerima bantuan dalam pelaksanaan program renovasi 

rumah bagi masyarakat di desa Mappesangka, seperti kurangnya bahan material, 

dan (0,0%) tidak pernah hambatan yang di hadapi peneria bantuan dalam 

pelaksanaan program renovasi rumah bagi masyarakat di desa Mappesangka 

seperti kurangnya material. 

Dari hasil penelitian observasi, dokumentasi dan angket tersebut 

diketahui bahwa kemalasan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan 

terhambatnya bantuan bedah rumah.  Adanya kemalasan ini disebabkan karena 

kurangnya bahan material sengah memperlambat mengerjakan bangunannya.  

a. Banyaknya persayartan 

            Untuk keberhasilan program renovasi rumah yang tidak layak dapat di 

jelaskan bahwa kemampuan oprasional untuk melaksanakan program sesuai 

dengan tujuan yang telah di tetapkan untuk mengurangi banyaknya, rumah tidak 

layak huni serta mengurangi angka kemiskinan didesa mappesangka untuk 

keberhasilan. Program agar dapat di tinjau untuk proses untuk mekanisme yang di 

laksanakan dilapangan agar  nantinya untuk menentukan akhir dari hasil 

pelaksananan program renovasi rumah yang tidak layaka huni maka dari itu 

diperlukannya sesuaian antara rencara yang yang telah di tetepakan, agar 

pelaksanaan yang terjadi di lapangan proses dari awal untuk program renovasi 

rumah tidak layak huni pada masyarakat yang berpenghasilan renda. Yaitu 

masyarakat harus mendaftarkan diri sebagai dengan persayaratan yang telah di 
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lakukan seperti berikut ini: 

          Calon yang penerima bantuan Renovasi rumah tidak layak huni untuk  

harus mengajukan surat permohonan sesuai dengan kepala desa yang harus 

dilengkapi dengan :  

a) Foto copy kartu tanda penduduk (KTP) 

b) Foto copy kartu keluarga (KK) 

c) Foto copy sartifikat tanah atau juga bukti kepemilikan penguasaan tanah 

dari desa setempat 

d) foto kondisi rumah. 

          Persyaratan-persyaratan berkas lainnya untuk dipenuhi oleh masyarakat 

sebagai calon penerima bantuan iayalah surat yang kepala lingkungan dan juga 

kelurahan dari surat pengantar ini dibutuhkan, untuk pernyataan agar instansi 

setempat untuk calon pendaftar tersebut agar memenuhi syarat dan kriteria. 

Kelengkapan berkas juga untuk disampaikan oleh masyarakat yang menerima 

bantuan tersebut untuk penelitian ini: 

“surat yang harus dilengkapi seperti surat tanah,ktp,kk dan ada juga surat dari desa 

untuk juga ngisi formulir untuk mengurus surat dari desa dan juga mengisi 

formulir dari mereka untuk mengurus surat di desa dan untuk kendara dalam 

pengurusan berkas saya rasa tidak ada mereka cepat memperoleh surat yang di 

butuhkan setelah semua berkas lengkap kami serahkan ke karang tarunanya. 

          Berdasarkan dari hasil wawancara di atas di jelaskan bahwa masyarakat 

dalam mengurus surat yang di butuhkan yaitu surat pengantar dari kepala desa dan 

tidak ada kendala dan hambatan surat di proses, secara cepat dan tidak untuk 

mempersulit masyarakat karena berkas ini sangatlah penting untuk di lengkapi 

yang nantinya akan berguna agar mengetahui data dan juga informasi. Masyarakat 
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sebagai calon penerima bantuan sesuai dengan terget sasaran yang telah di 

tentukan dan setelah masyarakat melengkapi berkas tersebut kemudian di beri 

kepada aparat desa untuk sebagai pihak yang teruntuk membantu pelaksanaan 

program renovasi rumah yang tidak layak di desa mappesangka. 

Berdasarkan dari wawancara diatas mengatakan bahwa masyarakat bisa secara 

langsung untuk menyerahkan berkas pendaftaran ke kantor Desa mappesangka. 

Namun, masyarakat di desa Mappesangka memilih mendaftarkan program 

Renovasi rumah tidak layak huni melalui aparat desa untuk pihak dinas dengan 

syarat tetap harus menyertakan suarat pengantar untuk kepala desa dan juga 

kepala dusun. 

 Untuk kendala yang sering sekali terjadi agar melengkpai berkas biasayany untuk 

surat tanah banyak masyarakat yang ingin untuk mrendaftar, namun tidaklah  

memiliki surat tanah seperti yang telah di sampaikan oleh kepala desa dinas 

perumahan dan juga kawasan rumah di kabupeten bone. (masyarakat yang 

menerima bantuan) sebagai informasi: 

“berkas yang paling sulit untuk di penuhi biasanya seperti surat tanah dan banyak 

yang tidak memilikinya surat ini sangatlah penting sebagai bukti bahwa tanah 

tersebut untuk benar milik dia karena jika tidak memiliki surat tersebut maka yang 

khawatirkan nantinya yaitu jika ada gugatan di kemudian hari dan bukan itu saja 

melaikan kami juga bisa terkena  gugat karena sudah mendirikan bangunan di atas 

tanah tersebut”          

            Berdasarkan dari wawancara di atas menyatakan bahwa tanah merupakan 

syarat penting dan harus dimiliki oleh masyarakat yang ingin menerima, program 

bantuan renovasi rumah yang tidak layak untuk itu jika maka akan memebrikan. 
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Dampak negatif untuk semua agar pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan 

program renovasi rumah. 

          Dari observasi yang telah dilakukan di lapangan bahwa masih terdapat 

masyarakat yang nasih menempati rumah dengan kodnsisi sudah tidak layak huni, 

san tidak terpenuhi unsur keselamatan dan juga keamanana agar tidak 

memberikan jaminana kesehatan dengan lingkungan yang tidak bersih dan juga 

tidak sehat. 

         Setelah pengumpulan berkas ke dinas perumahan masyarakat di desa 

mappesangka maka tahap selanjutnya ialah mekanisme, pelaksanaan ini juga 

dijelaskan oleh camat sebagai informan (masyarakat yang menerima bantuan): 

 “masyarakat telah melengkapi berkasnya untuk di berikan ke pela desa lalu 

dilihat berkasnya dan dipilih siapa saja yang memenuhi persyaratan untuk  

mendapatkan bantuan renovasi rumah kemudian setalah data yang terkumpul 

maka di umumkan siapa saja yang berhak mendapatkan bantuan tersebut” 

          Berdasarkan dari wawancara di atas menyatakan bahwa setelah berkas 

terlah terkumpul oleh pihak desa maka selanjutnya, ialah melakukan survey yang 

akan di laksanakan pada tim survey di lapangan dan survey di lakukan sebanyak 

tiga kali. 

         Survy pertama yang di lakukan ialah untuk mengetahu kondisi kerusakan 

rumah calon penerima bantuan program renovasi rumah agar dapat di ketauhi 

bahwa benar layak atau tidaknya rumah, untuk di bantu dan apakah rumah 

tersebut memenuhi kriteria rumah yang tidak layak huni seperti yang telah di 

tetapkan seperti yang di jelaskan oleh kepala desa sebagai informan berikut ini 
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“setelah warga desa mappesangka mengajukan berkas dan di proses oleh 

dinas,maka mereka datang untuk mensurvey apakah rumah tersebut memeng 

layak untuk di bantu setelah itu di ukur rumahnya dan di catatat apa saja hal yang 

perlu si benahi dan sambil di jelaskan dan bagai bentuk rumahnya yang akan di 

bangun dan apa saja yang perlu untuk di ganti kemudian waktu pekerjaanya 

berapa hari karena jangka waktu yang di berikan oleh pemerintah 30 hari saja dan 

setalah rumah selesai maka kemudian tanda tanganlah si tuan rumah” 

 

Untuk ini juga di dukung oleh bukti dokumentasi di bawa ini: 

 

 

 

 

           

 

 

 

        Gambar 1.3 tim lapangan melakukan survey untuk calon penerima bantuan 

     

         Dari hasil dokumentasi  yang telah dilakukan oleh peneliti maka survey 

yang telah di lakukan oleh tim lapangan maka selain itu untuk mengetahui kondisi 

kerusakan rumah itu juga dan di jelaskan ke penerima bantuan mengenai 

bagaimana bagian-bagian mana saja yang perlu di benahi dan yang untuk di ganti 

serja di jelskan juga untuk mengenai proses pekerjaan renovasi rumah,  untuk 

survey kedua di lakukan saat berjalan proses pembangunan rumah yang bertujuan 

untuk memantau proses pekerjaan yang di lakukan oleh para pekerja dan juga 

mengecek bahan-bahan bangunan yang telah ada dan untuk mengetahui kendala-

kendala apa saja yang di alami selama proses bekerja dan survey.  Ketiga di 
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lakukan pada saat pekerjaan rumah sudah selesai dilakukan untuk bertujuan agar 

mengetahui hasil rehabilitas rumah yang di lakukan agar bertujuan untuk 

mengetahui hasil, renovasi rumahnya yang terlah di kerjakan apah sesuai yang di 

rencanakan sebelumnya. Keberhasilan untuk melakukan program renovasi rumah 

di desa mappesangka belum terlaksanakan dengan baik ada beberapa kendala 

ialah dari syarat yang harus di penuhi oleh calon penerima progran renovasi 

mengetahui bahwa kepemilikan surat tana dari masyarakat, di desa Mappesangka 

belum mengurus kembali surat tanahnya dari orang tuananya karena biaya yabg 

cukup mahal. Sehingga syarat ini di anggap terlalu memberatkan meskipun 

kondisi rumah tersebut masuk dalam kriteria renovasi rumah,namun karena 

adanya kendala surat tanah maka tersebut yang di maklumi oleh kepala desa 

karena kondisinya . 

         Adapun hasil dari Survey yang dilakukan oleh tim lapangan dari Dinas 

Mappesangka,dapat dilihat pada tabel 3.12 sebagai berikut: 

Tabel 3.10  hasil survey yang telah di lakukan oleh tim lapangan dari desa 

Mappesangka. 

No. Kategori Frekuensi Persentase % 

1. Sering sekali 7 30,4% 

2. Sering 7 30,4% 

3. Kadang-kadang 4 17,4% 

4. Jarang 5 21,7% 

5. Tidak pernah 0 0,0% 

        Total 23 100% 

Sumber: Hasil Kuantitatif. 
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         Melalui tabel di atas, menyatakan bahwa (30,4%) sering sekali dengan tim 

survey memberikan solusi mengatasi dampak permasalah yang di alamai 

masyarakat penerima bantuan, (30,4%) sering dengan dengan tim survey solusi 

mengatasi mengatasi dampak permasalah yang di alamai masyarakat penerima 

bantuan, (17,4%) kadang-kadang dengan dengan tim survey memberikan solusi 

mengatasi dampak permasalah yang di alamai masyarakat penerima bantuan, 

(21,7%) jarang dengan dengan tim survey memberikan solusi mengatasi dampak 

permasalah yang di alamai masyarakat penerima bantuan, (0,0%) tidak pernah 

dengan tim survey memberikan solusi mengatasi dampak permasalah yang di 

alamai masyarakat penerima bantuan. 

      Dari hasil penelitian observasi, dokumentasi dan angket tersebut diketahui 

bahwa pemberian fasilitas tersebut terbukti berhasil membentuk Berdasarkan 

proses dan mekanismenya program Renovasi rumah tidak layak di Kecamatan 

ponre. Sudah di laksanakan dengan baik dan syarat-syarat yang di butuhkan dari 

kantor desa dan juga dikacamatan proses yang tepat dan cepat tanpa, persulit 

masyarakat serta hadirnya tim lapangan dari dinas kabupaten bone untuk 

mensurvey rumah-rumah yang menerima bantuan Renovasi rumah tidak layak. 

b. Komunikasi 

Untuk pengelolaan rumah membutuhkan sebuah komunikasi antara pihak internal 

dan eksternal agar meningkatkan pengelolaan yang lebih efektif informasi dan 

komunikasi peranan yang sangat pentinga karenaitu merupakan bentuk koornisai 

antara angota dan tim agar menyampaikan informasi atau ide, dari suatu gagasan 

terkait pengelolaan bangunan dan mencari tahu mengenai komunikasi yang di 
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lakukan oleh pihak internal dan eksternal daam melakukan sosialisasi. Terkait 

dengan pengelolaan pembangunan di desa Mappesangka yang telah di lakukan 

oleh pemerintah desa, dan berikut ini wawancara yang telah di lakukan oleh bapak 

R selaku BPD mengatakan bahwa: 

“penyampaian informasi atau berkomunikasi program ini berjalan 

dengan baik uantuk melakukan sosialisasi kami langsung turun 

kelapangan dan kami bejerja sama dari pihak program renovasi 

selama sosialisasi dan tidak ada hambatan apapun yang terjadi 

(wawancara  23 Agustus 2023 ) di Desa mappesangka” 

             Hal serupa juga diungkapkan dan dijelaskan oleh Ibu S, selaku BPD yang 

di amanahkan untuk Program renovasi rumah Kabupaten Bone pada Selasa  23 

Agustus 2023 berikut ini penjelasan dari Ibu : 

“komunikasi oleh masyarakat dalam melakukan sosialisasi berjalan 

dengan lancar dan sesuai dengan yang telah di tugaskan mengenai 

pengelolaan perumahan kami dalam melakukan sosialisasi bekerja 

sama dengan aparat dinas tim bantuan renovas rumah (wawancara 23 

Agustus 2023 di Desa Mappesangka Kabupaten Bone ). 

            Uangkapan ini juga sama yang di jelaskan oleh bapak RA  selaku kepala 

seksi prasaran dan sarana Program renovasi rumah di Desa Mappesangka pada 

tanggal  24 Agustus 2023 yaitu mengenai komunikasi dengan pihak desa dalam 

melakukan sosialisasi berikut ini adalah penjelasan dari bapak: 

“adanya komunikasi dengan pihak aparat desa dalam melakukan 

sosialisasi yang terkait dengan pengelolaan adanya program renovasi 

rumah yang tidak layak huni sejauh ini telah berjalan fengan lancar 

dan juga bekerja sama dengan pihak dinak bakupaten bone 

(wawancara 24 Agustus 2023) di Desa mappesangka kabupaten 

Bone. 

          Berdasarkan hasil wawancara di atas maka peneliti dapat simpulkan bahwa 

tujuan pelaksanaan program renovasi rumah tidak layak ini sudah di laksanakan 
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dengan baik dan bijak, dan pemilihan penerima bantuan juga sudah dilakukan 

dengan baik dan bijak. Hal ini pihak perangkat desa untuk tahap pertama pengusul 

nama-nama masyarakat yang memeng sudah sangat membutuhkan. Program ini 

setiap tahapan sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetepkan oleh 

pemerintah. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.5  Komunikasi Terkait Persyaratan Program rumah tidak layak huni untuk 

warga 

 

           Berdasarkan hasil dokumentasi di atas komunikasi memeng peranan 

penting dalam kehidupan, tak terkecuali pada suatu organisasi. Desa 

Mappesangka memiliki program pembangunan berupa program renovasi rumah 

tidak layak huni dari pemerintah pusat.rumah tidak layak huni disebabkan oleh 

tidak cukup persyaratan baik teknis dan non teknis sebagai rumah, untuk 

dihuni.dalam menjalankan program ini tentunya desa Mappesangka membutuhkan 

median informasi sebagai peninjang komunikasi desa yang program rumah tidak 

layak huni berlangsung baik. Temuan dari penelitian ini adalah karakteristik 
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media informasi dimanfaatkan oleh desa mappesangka cenderung arus pesannya 

dua arah,melakukan komunikasi secara langsung. 

Adapun hasil dari Dinsos Dimintai Komunikasi Terkait Persyaratan Program 

rumah tidak layak huni untuk warga, dapat dilihat pada tabel 3.13 sebagai berikut: 

 

Tabel 3.11 Dinsos Dimintai Komunikasi Terkait Persyaratan Program rumah tidak 

layak huni untuk warga. 

No. Kategori Frekuensi Persentase % 

1. Sering sekali 3 13% 

2. Sering 3 13% 

3. Kadang-kadang 7 30,4% 

4. Jarang 10 43,5% 

5. Tidak pernah 0 0,0% 

Total 23 100% 

Sumber: Hasil Kuantitatif. 

        Melalui tabel di atas, menyatakan bahwa (13%) sering sekali Dinsos Dimintai 

Komunikasi Terkait Persyaratan Program rumah tidak layak huni untuk warga (13%) 

sering dengan Dinsos Dimintai Komunikasi Terkait Persyaratan Program rumah tidak 

layak huni untuk warga, (30,4%) kadang-kadang Dinsos Dimintai Komunikasi Terkait 

Persyaratan Program rumah tidak layak huni untuk warga, (43,5%) jarang dengan 

Dinsos Dimintai Komunikasi Terkait Persyaratan Program rumah tidak layak huni untuk 

warga, (0,0%) tidak pernah dengan Dinsos Dimintai Komunikasi Terkait Persyaratan 

Program rumah tidak layak huni untuk warga. 

        Berdasarkan hasil penelitian observasi, dokumentasi dan angket tersebut 

diketahui bahwa usaha serius dalam menangani bantuan yang di berikan kepada 
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pemerintah untuk bantuan program rumah tidak layak huni untuk masyarakat 

mengenai komunikasi implementasi program bantuan rumah tidak layak huni di 

desa mappesangka bahwa segi sosialisasi atauka penyuluhan sudah 

terelaksana,pelaksana kegiatan sosialisasi berjalan dengan lancar den sesuai 

dengan aturan dinas perumahan dan kawasannya.namun masyarakat penerima 

masih beloum memahami secara benar mengenai program bantuan tidak layah 

sehingga sebagian masyarakat sudah beranggapan akan menerima bantuan 

program renovasi rumah. 

c. Kecemburuan sosial 

           Tingginya faktor kecemburuan sosial oleh masyarakat akan menjadi 

kendala pemerintah di desa untuk menanggulangi namun adanya dana desa yang 

bisa di gunakan perbaikan rumah untuk warga miskin, setidaknya sedikit 

mengurangi rasa kecemburuan sosial oleh masyarakat  di desa Mappesangka 

karena sebelum adanya pemberdayaan dari desa dengan program renovasi rumah 

yang tidak layak huni dengan kecemburuan sosial antara warga di desa 

Mappesangka kecematan Ponre. Masih tinggi ketika di tanya perihal gotong 

royong sendiri perencanaan di jelaskan di bawa: 

„untuk kegiatan gotong royong lumayan ada masyarakat sekitar biasanya kalau 

rumah lagi di bongkar masyarakat atau saudara datang untuk membantu 

membawa pasir dari luar ke dalam dan mengaduk semen dll.dan paling sususah 

kalo poin gotong royong sekarang orang susah untuk menumbuhkan rasa gotong 

royong sedangkan pembangunan Rumah tidak layak huni kita targetkan 2-3 

bulan” 

 

Dari hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa poin untuk gotong royong ialah 

poin yang sulit dalam program renovasi rumah yang tidak layak huni agar untuk 



84 
 

 
 

membantu menumbuhkan kembali rasa kepedulian, antara sesama sangat di 

butuhkan keluwesan dan walaupun ada sifatnya saling membantu untuk hal 

tenaga,kebanyakan dari saudara sendiri masyarakat sekitar masih acuh dalam 

membantua dan ada beberapa masyarakat. Sekitaran juga ikut serta membangun 

dalam hal tenaga itupun yang bebannya ringan namun setidaknya masih ada 

masyarakat yang maum melorong sesamanya. Kesabaran dari perangkat desa agar 

menunjukan masyarakat sekitar untuk ikut serta membantu tetangga yang 

mendapatkan bantuan perbaikan rumah tersebut yang diberikan oleh pemerintah 

daerah. 

            Fenomena tersebut menggambarkan bahwa pada Program ini kental 

dengan perpolitikan nasional maupun lokal. Adapula informan Ibu L (masyarakat 

yang tidak menerima bantuan) rogram renovasi rumah yang menyatakan bahwa : 

“apabila orang yang dekat dengan penguasa katakanlah dekat Rw, itulah 

orang yang diprioritaskan untuk mendapatkan bantuan Rgogram 

Ronovasi Rumah Tidak Layak Huni” (24 Agustus 2023). 

 

        Berdasarkan hasil wawancara diatas maka peneliti dapat simpulkan menurut 

masyarakat bahwasannya apabila orang yang dekat pengurus RT/RW diwilayah 

desa mappesangka akan cepat mendapatkan bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak 

Layak Huni. dari berbagai informan peneliti mendapatkan jawaban yang serupa 

mengenai kondisi politik pada program tersebut dan pada 
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Gambar 1.6 kecemburuan sosial 

 

 

            Berdasarkan hasil dokumentasi di atas maka ada berbagai alasan fenomena 

yang terjadi program ini dalam pelaksanaanya masih belum optimal dan seimbang 

yang dapat menimbulkan kecemburuan sosial yang ada pada masyarakat. 

Berdasarkan latar belakang, maka peneliti melakukan penelitian dengan Judul, 

“Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni di desa mappesangka.“ Tujuan 

penelitian ini untuk mengetahui implementasi program rumah tidak layak huni 

(RTLH) di kabupaten Bone. 

Adapun hasil dari solusi mengatasi dampak kecemburuan, dapat dilihat 

pada tabel 3.14 sebagai berikut: 

Tabel 3.12 Solusi mengatasi dampak kecemburuan sosial. 

No. Kategori Frekuensi Persentase % 

1. Sering sekali 9 39,1% 

2. Sering 8 34,8% 

3. Kadang-kadang 3 13% 

4. Jarang 3 13% 

5. Tidak pernah 0 0,0% 

Total 23 100% 

Sumber: Hasil Kuantitatif. 

           Melalui tabel di atas, menyatakan bahwa (39,1%) sering sekali dengan 

aparat desa memberikan solusi mengatasi dampak kecemburuan sosial, (34,8%) 

sering dengan aparat desa memberikan solusi mengatasi dampak kecemburuan 
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sosial, (13%) kadang-kadang dengan aparat desa memberikan solusi mengatasi 

dampak kecemburuan sosial, (13%) jarang dengan aparat desa memberikan solusi 

mengatasi dampak kecemburuan sosial, (0,0%) tidak pernah dengan aparat desa 

memberikan solusi mengatasi dampak kecemburuan sosial. 

          Dari hasil penelitian observasi, dokumentasi dan angket tersebut diketahui 

bahwa untuk yang aktif di kegiatan jadi masing-masing aparat itu punya staf 

tersendiri jadi berjalan secara paralel. Misalnya ada 10 aparat desa tentu dalam 

satu event, 10 aparat itu tidak terlibat semua tetapi ada ada tim intinya  yang 

mengelola masalah itu, yang tim diluar inti itu hanya mendukung dan membantu 

saja. Misalnya ada tim survay tuh semua memang masuk dalam kepanitiaan tetapi 

ada istilahnya tim inti kegiatan itu bentuk kerjanya mungkin yang satu kerja 

sebagai penanggung jawab dan inti kegiatan yang lain secara teknik saja. Peneliti 

juga menemukan bahwa ketertiban masyarakat desa mappesangka. 

 

B. Pembahasan  

1. Pelaksanaan program bantuan bedah rumah pada masyarakat yang 

kurang mampu di desa mappesangka kab.Bone 

            Agar mengatasi kesenjangan ekonomi maka dari itu pemerintah indonesia 

telah membuat suatau kebijakan pemberian bantuan sosial untuk penduduk 

indonesia yang di mana bantuan sosial ini iayalah, memberikan bantuan berupa 

uang atau barang dari pemerintah daerah untuk individu, kelompok, keluarga atau 

masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus agar selektif yang bertujuan 

untuk melindungi untuk kemungkinan terjasi kesenjangan sosial.  Begitu pula 
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terjadi pasa masyarakat di desa Mappesangka, yang menerima bantuan beda 

rumah bantuan sosial itu sendiri merupakan suatu komitemn pemerintah agar 

mempercepat penanggulangan kemiskinan agar terjadi perataan bangunan di 

seluruh wilayah indonesia terutama di daerah. 

a. Rapat dari pemerinta desa yang mendapatkan bantuan program renovasi 

rumah 

          Program beda rumah belum terealisasikan dengan baik, dapat dilihat dari 

rumah yang diajukan oleh desa mappesangka belum semuanya dapat terselesaikan 

dengan batas waktu yang telah di tentukan karena mungkin banyaknya kendala 

bagi masyarakat yang menerima bantuan beda rumah, sehinga belum 

menyelesaikan rumahnya.program beda rumah ini dilaksanakan dengan cara yang 

pertama dilakukan pengecekan kepada semua masyarakat yang memiliki tempat 

tinggal. Yang dapat mengikuti program bedah rumah dan dia memiliki tanah atas 

namanya sendiri,namu adabeberpa masyarakat tidak mengikuti aturan-aturan telah 

di sepakati oleh pemerintah. 

         Dengan dikaitkan hasil penelitian terdahulu penelitian dilakukan oleh 

ochtari (2021) yang berjudul implementasi program rehabilitas rumah yang tidak 

layak di huni untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah di kota medan 

menyimpulkan bahwa beberpa faktor dalam berpenghasilan program, ini baik dari 

pemerintah sebagai pemberian bantuan dan kebijakan badan pelaksanan maupun 

respon dari masyarakat mendapatkan bantuan bedah rumah.Sebelum melakukan 

pelaksanaan -rapat di para pemerintah desa, di bantu dengan pemerintahan desa 

memelih para pelaksana yang kompeten dalam membidangi program bantuan 
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RTLH (rumah tidak layak huni) dengan di adakan rapat-rapat desa. Tujuan 

program bantuan di dalam Pergub Nomor 46 tahun 2015 tentang Pedoman 

Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, dan yang dimaksud dalam 

pelaturan Gubernur Ini salah satunya adalah Masyarakat Berpenghasilan Rendah. 

         Untuk melakukan pelaksanaan program renovasi rumah pemerintah desa 

mappesangka yelah melakukan kerjaannya dengan sesuai dengan aturan pusat 

yaitu dengan dana 20 juta. Yang telah diberikan dalam bentuk material bangunan 

jika uang tunai yang telah diberikan ditakutkan uang akan di salah gunakan bukan 

untuk bahan bangunan melainkan hal yang lain maka dari itu pemerintah 

memberikan bahan bangunan yang diperlukan seperti material dan kayu atau 

batubata/batako, semen dan bantu untuk pondasi rumah hal ini di lakukan agar 

masyarakat bisa membangun rumah dan tidaj di salah gunakan/ 

        Menurut Definisi (Sari et al., 2018) kebijakan sebagai serangkaian 

tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam 

suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan- 

kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan. Usulan 

kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga 

menunjukan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan 

tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena 

bagaimanapun, kebijakan harus menunjukan apa yang sesungguhnya dikerjakan 

daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah. 

b. Sosialisasi dan membentuk kelompok penerima bantuan 

            Dalam bentuk koordinasi yang di lakukan akan sangat membantu dan juga 
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mempermuda di temukan dan memberikan bantuan ke masyarakat yang sesuai 

dengan kriteria calon penerima bantuan renovasi rumah di desa sebagai instansi 

yang posisisnya beda dekat masuarakat dengan kepala dusun, yang lebih 

mengetahui hal ini yang di lakukan dengan cara tertutup yang artinya kepala 

dusun yang datang ke rumah masyarakat yang di anggapnya. Memenuhi syarat 

keriteria untuk penerima bantuan renovasi rumah dan juga di anggap layak untuk 

mendapatkan bantuan ini,jadi sosialisasi akan dilakukan dengan cara seperti itu 

membuat tidak semua masyarakat dapat mengetahui dengan cara jelas dengan 

adanya program renovasi rumah yang tidak layak di desa mappesangka.  

         Dengan dikaitkan hasil penelitian terdahulu penelitian yang telah di lakukan 

oleh nisa dan salomo (2019) dengan judul keterlibatan masyarakat dalam program 

rumah tidak layak huni di desa pabedilan kulon kacamatan pabedilan kabupaten 

cirebon, memperoleh hasil bahwasanya masyarakat belum sepenuhnya optomal 

dari pemerintah ataupun perangkat desa ini di sebabkan karena adanya 

kecemburuan sosial masyarakat untuk peranan pemimpingketidak. Merataan 

sosialisasi program tersebut berdasarkan idividu dan tidak aktifnya organisasi 

masyarakat sehingga kesadaran antara masyarakat kurang terbentuk dan tidak 

dipungkiri kondisi ekonomi agar sosial masyarakat sangat beragam untuk itu di 

perlukan komunikasi melalui sosialisasi program, yang merata agar masyarakat 

mengerti syarat dan kriteria pemilihan sasaran program ini,dan mengaftifkan 

kembali organisasi masyarakat yang akan menumbuhkan rasa kebersamaan yang 

semakin erat untuk angota masyarakat peranan dari perangkat desa setempat. Juga 

sangat mempengaruhi sikap atau keikutsertakan dalam membantu program 
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reovasi rumah tersebut. 

        Sebagai pelaksana program Renovasi rumah agar mensosialisasikan program 

secara langsung ke masyarakat untuk hal itu pihak dinas berinisiatif agar 

melakukan sosialisasi melalui mendatanngi langsung rumah masyarakat yang 

mendapatkan bantuan brenovasi rumah selain itu juga sosialisasi ini di laksanakan 

melalui koordinasi yang di bangun antara desa dan kepala dusun di desa 

mappesangka untuk di informasikan program ke kepala kecamatan yang nantinya, 

pihak kecematanlah yang akan menyampaikan ke desa dan di laksanakan bersama 

dengan kepala dusun. 

       Menurut (Mulyadi, 2014) studi implementasi kebijakan adalah krusial bagi 

administrasi publik termasuk didalamnya kebijakan publik. Implementasi 

kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan 

konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat, yang dipengaruhinya. 

Adapun secara terperinci  menjelaskan sosialisasi Agar implementasi dapat efektif 

penanggung jawab implementasi, sebuah keputusan harus mengetahui apa yang 

mesti dilakukan. Dalam mengimplementasikan kebijakan, perintah untuk 

mengimplementasikan kebijakan harus ditransmisikan kepada personal yang tepat 

dan perintah harus jelas, akurat dan konsisten. 

c. Pencapaian tujuan menyeluruh 

            Bahwa kebuthan rumah bagian setiap warga negara dan sudah di atur 

dalam undang-undang dasar dan telah di jamin oleh pemerintah indonesia,  maka 

dari itu pemerintah berkewajikan agar memfasilitasi, serta memenuhi kebutuhan 
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masyarakatnya terutama kebutuharumahnya agar pemerintah indonesia 

mewujudkannya melalui program. 

         Dengan dikaitkan hasil penelitian terdahulu penelitian yang di lakukan oleh 

(sumarno,2016) yang berjudul partisipasi organisasi sosial untuk perbaikan rumah 

yang tidak layak huni di sumpulkan bahwa keterlibatan taruna siaga bencana 

karang taruna pekerja sosial masyarakat dan parmuka mulai dari proses 

kegiatan,perencanaan,pengawasan serta laporan yang sangat menentukan 

keberhasilan dari program ini adanya keterlibatan ini dalam bentuk 

uang,barang,tenanga kerja ataupun pikiran, membuat program ini melampaui 

target yang semula di rencanakan hanya saja memperbaiki bagian-bagian rumah 

yang rusak  menjadi rumah yang layak. 

        Reenovasi rumah yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan 

rendah,dimana hal ini  masyarakat yang sudah memiliki rumah tetapi kondisinya sudah 

tidak layak. Untuk di huni karena itu pemerintah memberikan bantuan perbaikan dengan 

merehab rumah tersebut dengan standar menjadi layak huni, serta menjadi rumah sesuai 

dengan fungsihnya untuk sebagai tempat berlindung dan beristirahat yang memerikan kesan 

yang aman serta nyaman  masyarakat yang kurang mampu. 

         Menurut (Grindle, 2020) keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik 

dapat diukur dari proses pencapaian outcomes (yaitu tercapai atau tidaknya tujuan 

yang ingin diraih) Derajat perubahan yang diinginkan. Setiap kebijakan 

mempunyai target yang hendak dan ingin di capai. Adapun yang ingin dijelaskan 

pada pola ini adalah bahwa seberapa besar perubahan yang hendak atau yang 
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ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang 

jelas. 

d. Kepuasan terhadap program 

            Masyarakat di desa mappesangka penerima program Renovasi rumah tidak 

layak huni  sudah merasa puas dan senang. Agar di kaitkan hasil penelitian 

terdahulu terhadap pelaksanaan bangunan untuk program bantuan rumah yang 

tidak layak huni keseluruhan karas kecematan galang kota batam,sarima tahun 

2014 melakukan penelitian yang di lakukan di daerah kelurahan keras dengan 

judul pelaksanaan pembangunan untuk program bantuan rumah yang tidak layak 

huni kelurahan keras kacamatan galang kota batam, Menunjukan bahwa 

penyaluran bantuan ini sangat membantu dengan mengurangi beban hidup yang di 

ditujukan oleh penyaluran bantuan yang terbuka dengan persisi dan ada juga 

bahan-bahan bangunan yang di sediakan namun tidak terlalu banyak, untuk itu di 

gunakan bahan dari sisah rumah yang lama yang masih layak untuk di pakai 

dalam membangun rumah juga hanya bagian depannya saja hanya saja di bagian 

belakang dapur masih tetap yang lama hal ini dapat di katakan. Bahwa belum bisa 

di katakan belum maksimal karena terkenda target waktu yang di haruskan para 

pekerja agar menyelesaikan pekerjaannya secepat mungkin hal ini pekrjaannya di 

lakukan dengan cara tergesa-gesah, oleh dinas sebagai menjalkankan program 

renovasi rumah telah melakukan kerja sama dengan beberapa kementerian sebagai 

menyediakan bahan-bahan pembangunan dan juga para pemborong yang 

mengerjakan rumah. 
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         Kepuasan adalah tingkat persamaan seseorang setelah membandingkan 

kinerja (hasil) yang di rasakan dengan harapannya (Agustino, 2008) kepuasan 

masyarakat penerima bantuan yang 81,8% menyatakan puas dan 18,2 % 

menyatakan sangat puas. Selain itu, pelaksanaannya di sebagian besar desa sudah 

dapat dikategorikan baik karena berhasil memperbaiki beberapa komponen rumah 

seperti atap, lantai, dinding, dan jamban yang awalnya kurang layak, menjadi 

layak huni. Namun, masih terdapat beberapa desa yang pada pelaksanaanya hanya 

berhasil memperbaiki satu komponen saja dikarenakan proses pelaksanaanya 

hanya berfokus kepada perbaikan satu komponen kerusakan. 

2. Hambatan yang di hadapi penerima bantuan dalam pelaksanaan 

program beda rumah bagi masyarakat di desa mappesangka 

kab.Bone 

           Kehidupan masyarakat tidak terlepas dari suatu masalah pribadi, masalah 

keluarga dan sampai masalah negara walaupun demikian maslah tetaplah harus 

syukuri karena itu dengan adanya masalah manusia, telah di tuntut untuk terus 

berfikir agar mengerakan keseluruhan kemampuannya untuk memecahkan. 

Masalahnyan sehingga timbullah ilmu teori agar penemuan-penemuan baru begitu 

juga dengan pemerintah desa mappesangka untuk mengharapkan masyarakatnya 

agar sejahtera. 

a. Banyaknya persayartan 

          Dalam nasyarakat untuk mengurus surat-surat yang di butuhkan ialah surat 

pengantar dari kepala desa dan juga dusun tidak ada kendala dan juga hambatan 

surat di proses secepatnya dan tidak mempersulit masyarakatnya.karena berkas ini 
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sangat penting untuk di lengkapi yang nantinya akan berguna untuk mengetahui 

data-data informasi masyarakat untuk calon penerima bantuan renovasi rumah 

yang tidak layak yang sesuai dengan target dan setelah masyarakat telah 

melengkapi berkasnya kemudian di berikan kepada aparat desa sebagai pihak 

yang terurut membantu pelaksanaan program renovasi rumah yang tidak layak 

dan surat tanah merupakan salah satu sayarat penting yang harus di miliki oleh 

masyarakat yang ingin menerima program bantuan renovasi rumah setelah 

mengumpulkan berkas-berkas maka tim survey datang langsung untuk melihat 

kondisi rumah yang ada di desa mappesangka. 

        Dari penelitian meltese rapita 2019 efektivitas distribusi bantuan rumah yang 

tidak layak huni pada masyarakat di kecematan pino raya kabupaten bangkulu 

selatan dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, efektifitas untuk 

masyarakat di kecematan pino raya dari segi yang telah di capai tujuan agar 

pencapaian dapat di katakan efektif dalam pencapaian belum sepenuhnya telat 

sasaran dari segi integrasi bisa di katakan belum efektif. Karena kemampuan 

sosialisasi belum berhasil dan dari segi adaptasi bisa di katakan efektif karena bisa 

menyelesaikan perubahan, yang terjadi saat realisasi dan juga efektif distribusi 

dalam bentuk renovasi rumah yang telah terhadi tidak sesuai dengan prinsip 

distribusi dalam ekonomi islam intuk itu belum mencapai tujuan soial . 

        Kemudian (Agustino, 2008)  menjelaskan bahwa kebijakan adalah 

serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang,  kelompok 

atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat beberapa 

hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-
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kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam 

mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud. 

         Dalam suatu lembaga pemeritahan tentunya mempunyai tugas pokok dalam 

program kesejahteraan untuk masyarakat, dimana para implement atau pelaksana 

kebijakan mempunyai sumber daya yang memadai sesuai kapasitas tanggung 

jawab dalam melaksanakan suatu tugas. Selain dibutuhkan sumber daya yang 

memadai hal lainnya adalah anggarana pendapatan dan belanja daerah yang 

sangat mendukung dalam keberhasilan suatu program hal ini sangat diperhatikan 

oleh Pemerintah desa  terutama kebijkan program rumah tidak layak huni. 

b. Komunikasi 

           Tujuan pelaksanaan program renovasi rumah tidak layak ini sudah di 

laksanakan dengan baik dan bijak,dan pemilihan penerima bantuan juga sudah 

dilakukan dengan baik dan bijak.hal ini, pihak perangkat desa untuk tahap 

pertama pengusul nama-nama masyarakat yang memeng sudah sangat 

membutuhkan.program ini setiap tahapan sudah dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan yang ditetepkan oleh pemerintah, komunikasi memeng peranan penting 

dalam kehidupan, tak terkecuali pada suatu organisasi. Desa Mappesangka 

memiliki program pembangunan berupa program renovasi rumah tidak layak huni 

dari pemerintah pusat. Rumah tidak layak huni disebabkan oleh tidak cukup 

persyaratan baik teknis dan non teknis sebagai rumah untuk dihuni.dalam 

menjalankan. Program ini tentunya desa Mappesangka membutuhkan median 

informasi sebagai peninjang komunikasi desa yang efektifagar program rumah 
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tidak layak huni berlangsung baik. Temuan dari penelitian ini adalah karakteristik 

media informasi dimanfaatkan oleh desa mappesangka cenderung arus pesannya 

dua arah,melakukan komunikasi secara langsung. 

        Dengan dikaitkan hasil penelitian terdahulu Program rehabilitasi rumah tidak 

layak huni juga tidak lepas dari partispasi semua pemangku kepentingan dari 

tahap perencana program hingga pelaksanaan konstruksi, (Kshetrimayum & 

Bardhan, 2020). Sebagai aparat desa, keterlibatan stakeholder menentukan 

capaian program yang paling paham keadaan geografis serta tingkat 

kesejahateraan masyarakat didaerahnya. Hal tersebut juga dibuktikan dengan data 

hasil penelitian (AlRosyid, 2017) dari kelurahan selalu berkomunikasi dengan 

Dinas PRKP terkait pengadaan proses sosialiasi. Sebelum pelaksanaan program 

pembangunan rumah pun warga penerima bantuan mendapatkan informasi terkait 

jadwal pengerjaan proses pembangunan. 

           Adanya keterlibatan ini juga nanti dapat memecahkan permasalahan 

kemiskinan yang ada. Disini koordinasi yang lancar dapat mendukung kinerja 

berjalannya program renovasi rumah di Desa Mappesangka, Dalam program 

renovasi rumah tidak layak huni. Agar membantu kembali rasa kepedulian sesama 

masyarakat membutuhkan kesabaran oleh perangkat desa agar membentuk 

masyarakat sekitar agar membantumasyarakat bahwasannya, apabila orang yang 

dekat pengurus RT/RW diwilayah desa mappesangka akan cepat mendapatkan 

bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni. Dari berbagai informan peneliti 

mendapatkan jawaban yang serupa mengenai kondisi politik pada program 

tersebut. 
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        Kemudian (Sari et al., 2018) menjelaskan bahwa Implementasi kebijakan 

mengarah pada suatu aktivitas atau suatu kegiatan yang dinamis dan bertanggung 

jawab dala tetangga yang mendapatkan bantuan perbaikan rumah dari pemerintah 

walaupun ada sifat hanya membantu dalam hal tenaga, itupun kebanyakan dari 

saudara sendiri yang membantu dan adapun sebagian masyarakat,  sekitar yang 

ikut juga membantu dalam hal tenaga itupun yang rigan,namun setidaknya masih 

ada masyarakat yang peduli dan menolong sesamanya melaksanakan. Program 

serta menetapkan tujuan dari kebijakan tersebut sehingga pada akhirnya akan 

mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. 

c. Kecemburuan sosial 

         Tingginya faktor kecemburuan sosial dengan masyarakat menjadi kendala 

aparat pemerintah desa untuk menanggulangi namun dengan adanya dana desa 

untuk digunakan agar perbaikan rumah bagi masyarakat untuk masyaraat miskin 

karena untuk mengurangi rasa kecemburuan sosial antara masyarakat di desa 

Mappesangka, gotong royong ialah poin tersulit yang ada di desa untuk program 

renovasi rumah untuk nenumbuhkan kembali rasa kepedulian sesama 

membutuhkan kesabaran dan untuk mebujuk masyarakat untuk membantu 

masyarakat yang mendapatkan bantuan program revovasi rumah, walaupun hanya 

sifatnya membantu dalam hal tenaga itupun kebanyakan dari saurada. 

        Dengan dikaitkan hasil penelitian terdahulu  (bani perdatawati hasanuddin 

2014) telah melakukan penelitian di wilayah kota makassar untuk objek penelitian 

yaitu kawasan kumuh lette kelurahan lette kecematan mariso dan kawasan kumuh 

tallo, itu menimbulkan sebuah proses ialah proses sosialisasi yang terjadi 
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kerjasama dalam bentuk hubungan kerja saling tolong menolong dalam gotong 

royong. 

        Kemudian (Hikmawati & Gutomo, 2016) Semakin meningkat patisipasi 

masyarakat berati semakin banyak rumah yang dibedah sehingga kedepan tidak 

ada lagi masyarakat miskin yang menempati rumah tidak layak huni. Masyarakat 

Indonesia sejak dulu dikenal dengan kesetiakawan sosial yang diimplemen- 

tasikan dalam kehidupan bermasyarakat melalui gotong royong, yang merupakan 

modal sosial dalam penanganan permasalahan sosial, ter- masuk penanganan 

kemiskinan.
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BAB VI 

                            KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

1. Pelaksanaan program bantuan bedah rumah pada masyarakat yang kurang 

mampu di Desa Mappesangka kab.Bone 

penduduk indonesia yang di mana bantuan sosial ini iayalah memberikan 

bantuan berupa uang atau barang dari pemerintah daerah untuk individu, 

kelompok, keluarga atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus 

menerus agar selektif yang bertujuan untuk melindungi untuk 

kemungkinan terjasi kesenjangan sosial begitu pula terjadi pasa 

masyarakat di desa Mappesangka yang menerima bantuan beda rumah 

bantuan sosial itu sendiri merupakan suatu komitemn pemerintah agar 

mempercepat penanggulangan kemiskinan agar terjadi perataan bangunan 

di seluruh wilayah indonesia terutama di daerah. 

2. Hambatan yang di hadapi penerima bantuan dalam pelaksanaan program 

beda rumah bagi masyarakat di desa Mappesangka kab.Bone 

Banyaknya surat-surat yang di butuhkan ialah surat pengantar dari kepala 

desa dan juga dusun tidak ada kendala dan juga hambatan surat di proses. 

Secepatnya dan tidak mempersulit masyarakatnya.karena berkas ini sangat 

penting untuk di lengkapi yang nantinya, akan berguna untuk mengetahui 

data-data informasi masyarakat untuk calon penerima bantuan renovasi 

rumah yang tidak layak yang sesuai dengan target dan setelah masyarakat. 

Telah melengkapi berkasnya kemudian di berikan kepada aparat desa 
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sebagai pihak yang terurut membantu pelaksanaan program renovasi 

rumah, yang tidak layak dan surat tanah merupakan salah satu sayarat 

penting yang harus di miliki oleh masyarakat yang ingin menerima 

program. Bantuan renovasi rumah setelah mengumpulkan berkas-berkas 

maka tim survey datang langsung untuk melihat kondisi rumah yang ada 

di desa mappesangka. 

 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan oleh peneliti pada bab terdahulu 

maka dapat di berikan saran sebagai berikut: 

1. Bagi pemerintah desa sebaiknya dalam melakukan pelaksanaan yang telah 

di berikan pemerintah agar kiranya lebih adil untuk bantuan bedah rumah 

dan betul-betul memilih rumah yang sudah tidak layak huni agar 

masyarakat yang kurang mampu dapat hidup nyaman dengan kondisi 

rumah yang baik. 

2. Bagi pemerintah khususnya pemerintah desa mappesangka yang 

bertanggung jawab dalam program, bedah rumah yang tidak layak huni di 

desa Mappesangka agar supaya menjaga dan memanfaatkan fasilitas yang 

telah di berikan pemerintah agar pemerintah bisa terus menyalurkan 

bantuanyah. 
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LAMPIRAN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara ke Kepala Desa mengenai program bantuan renovasi rumah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan Wawancara dengan Ibu Samsiar (selaku penerimah bantuan program 

renovasi rumah ) 
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Kegiatan Wawancara dengan Bapak Rustan (selaku penerimah bantuan program 

renovasi rumah ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan Wawancara dengan Ibu Ratna (selaku penerimah bantuan program 

renovasi rumah ) 
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Hasil Renovasi rumah masyarakat yang mendapatkan bantuan 

(program renovasi rumah yang tidak layak) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan Wawancara dengan pak Baso (selaku penerimah bantuan program 

renovasi rumah ) 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

Nama             : Winda Ashari 

Nim   : 105381100819 

Judul penelitian: Implementasi Program Renovasi Rumah yang tidak layal di 

Desa Mappesangka Kab.Bone 

 

Rumusan 

Masalah 

Indikator Sub Indikator Item Pertanyaan 

Bagaimana 

pelaksanaan 

program 

bantuan 

bedah rumah 

pada 

masyarakat 

yang kurang 

mampu di 

Desa 

Mappesangka 

Kab.Bone? 

Adanya 

Tujuan untuk 

membantu 

masyarakat 

kurang 

mampu yang 

belum 

memiliki 

rumah layak 

huni 

 Tanggapan 

masyarakat 

penerima 

bantuan bedah 

rumah 

1. Bagaimana pendapat 

Bapak/Ibu adanya program 

bantuan renovasi rumah yang 

tidak layak? 

2. Bagaimana pendapat bapak/ibu 

dengan adanya program 

bantuan rumah tidak layak 

huni ini apakah sangat 

membantu anda? 

3. Bagaimana pendapat 

Bapak/Ibu apakah ada 

tambahan biaya untuk 

menerima bantua renovasi 

rumah tidak layak huni ini? 

4. Bagaimana pendapat 

Bapak/Ibu apakah ada 

pengawasan yang dilakukan 

oleh pemerintah sebelum dan 

sesudah pelaksanaan merehab 

rumah? 

 

Adanya 

pemerataan  
 Memberikan 

dampak positif 

bagi masyarakat 

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu 

apakah program bantuan 

renovasi rumah yang tidak 

layak di laksanakan sudah 

merata di kalangan masyarakat 

di desa mappesangka? 

 Adanya 

kecemburuan 

masyarakat 

terhadap adana 

beda rumah 

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu 

apaha ada kecemburuan sosial 

di masyarakat yang tidak 

menerima bantuan bedah 

rumah ? 
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Adanya 

penerapan 

program 

berupa 

pemberian 

bantuan 

sosial 

 Memiliki 

keamanan dan 

Terpenuhinya 

kebutuhan 

rumah yang 

layak huni yang 

diharapkan  

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu 

apakah program bedah rumah 

tersebut telah berjalan dengan 

baik dan terlaksana dengan 

yang diharapkan? 

 Memiliki 

kesejahteraan 

oleh pemerintah  

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu 

berapa anggarana yang telah di 

berikan pemerintah desa untuk 

melakukan bedah rumah? 

 Bantuan yang 

dimiliki oleh 

masyarakat 

1. Apakah bapak/ibu sering dapat 

bantuan lain dari pemerintah? 

 Memiliki 

bantuan yang 

diterimah 

masyarakat 

setempat 

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu 

apakah puas dengan jumlah 

bantuan yang diterima? 

 

 Memiliki 

Bantuan dinas 

sosial  

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu 

selain bantuan dinas sosial 

apakah pernah menerima 

bantuan dari pihak lain? 

Adanya 

pemenuhan 

hak 

kesejahteraan 

sosial bagi 

masyarakat 

 Faktor sosial 

pada pemerintah  

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu 

apakah anggaran yang 

dianggarkan cukup untuk 

realisasi prongram? 

 Faktor dinas 

sosial 

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu 

kendala-kendala apa saja yang 

dialami selama proses 

pendataan? 

 Evaluasi 1. Bagaimana pendapat bapak/ibu 

apakah semua masyarakat 

kurang mampu telah terdata 

dalam program bantuan bedah 

rumah? 

Apa saja 

hambatan 

yang di 

hadapi 

penerima 

bantuan 

dalam 

pelaksanaan 

Adanya 

ketidak 

tepatan 

sasaran 

pendataan 

 Ketepatan  1. Bagaimana pendapat 

Bapak/ibu  apakah program 

bedah rumah tidak layak huni 

sudah tepat sasaran? 

2. Bagaimana pendapat 

Bapak/ibu mengindikasikan 

bahwa program bedah rumah 

sudah tepat sasaran? 

3. Bagaimana pendapat 
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program 

bedah rumah 

bagi 

masyarakat 

di desa 

mappesangka 

kab.Bone? 
 

Bapak/Ibu terkait tanggapan 

masyarakat mengenai program 

bedah rumah ini? 

 Adanya 

efektifitas dalam 

bantuan program 

bedah  rumah  

1. Apakah program bedah rumah 

tidak layak huni berjalan sesuai 

dengan target yang di 

tentukan? 

2. Kapan jadwal pelaksanaan 

program bedah rumah di 

laksanakan/dilakukan? 

3. Apakah ada inovasi dalam 

melaksanakan program bedah 

rumah? 

 Adanya efisiensi 

pada pemerintah 

dalam bantuan 

sosial  

 

 

1. Bagaimana pendapat 

Bapak/Ibu dari mana anggaran 

untuk progra bedah rumah ? 

2. Bagaimana pendapat 

Bapak/Ibu apa anggaran yang 

diperoleh untuk bantuan bedah 

rumah mencukupi atau sesuai 

atau rencana anggaran? 

3. Bagaimana pendapat 

Bapak/Ibu kriteria apa saja 

mendapatkan bantuan bedah 

rumah? 

4. Bagaimana pendapat 

Bapak/Ibu syarat apa saja yang 

di perlukan masyarakat agar 

bisa mendapatkan bantuan 

bedah rumah? 

 

 Faktor 

keberhasilam 

dalam program 

bantuan 

pemerintah 

 

1. Bagaimana pendapat 

Bapak/Ibu apa saja kendala 

dihadapi sebelum-sesudah 

maupun saat pelaksanaan 

program bedah rumah? 

2. Bagaimana pendapat 

Bapak/Ibu bagai mana 

mengatasi kendala atau 

hambatan yang di hadapi? 

3. Bagaimana pendapat 

Bapak/Ibu siapa penanggung 
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jawab dalam program bedah 

rumah? 

 Adanya evaluasi 

dan perencanaan 

keberlanjutan 

program bedah 

rumah yang akan 

dijalankan 

kedepannya 

1. Bagaimana pendapat 

Bapak/Ibu bagai mana laporan 

hasil evaluasi pelaksanaan 

bedah rumah tahun ini ? 

2. Bagaimana pendapat 

Bapak/Ibu apa saja yang perlu 

di revisi dari evaluasi tahun ini 

agar tahun depan bisa berjalan 

lebih maksimal lagi? 

3. Bagaimana pendapat 

Bapak/Ibu apa saran anda 

untuk program bedah rumah 

kedepannya? 

Adanya  

Pengumpulan 

informasi 

mengenai 

kinerja dan 

dampak 

aktual dari 

kebijakan  

 Responsifitas  

 

 

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu 

apakah hasil kebijakan 

memuaskan kebutuhan atau 

nilai-nilai kelompok tertentu? 

2. Bagaimana pendapat bapak/ibu 

tentang keefektifan dari 

program tersebut ? 

3. Bagaimana pendapat bapak/ibu 

apakah ada kerjasama antara 

dinas sosial dengan pihak 

kelurahan dalam RT untuk 

pendekatan?  

 Cara 

menanggapi 

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu 

apakah pelaksanaan bantuan 

bedah rumah mampu 

menciptakan peluang kerja? 

2. Bagaimana pendapat bapak/ibu 

berapa lama pelaksanaan dan 

penyelesaian pembangunan 

dalam melakukan program 

bedah rumah? 

 Lingkungan 

masyarakat  

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu 

bagaimana pemahaman 

masyarakat dalam memahami 

materi sosialisai program 

bantuan beda rumah? 

2. Bagaimana pendapat bapak/ibu 

berapa kali kegiatan sosialisasi 

program dilaksankan? 

3. Bagaimana pendapat bapak/ibu 

dalam bentuk atau melalui 
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kegiatan apa saja sosialisasi 

program beda rumah 

dilaksanakan? 

Adanya 

kebijakan 

kinerja 

implementasi 

 Sarana dan 

prasarana 

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu 

apa saja sarana dan prasarana 

dalam pembangunan program 

beda rumah? 

 

Adanya sikap 

dan perilaku  
 Persepsi kondisi 

masyarakat 

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu 

apakah warga masyarakat 

penerima bantuan bedah rumah 

serius dan sungguh-sungguh 

dalam melaksanakan perbaikan 

rumah untuk memperbaiki 

kondisi atau kualitas 

kehidupannya? 

Adanya 

keterampilan 

dan keahlian  

 Keterampilan 

masyarakat  

1. Bagaimana keterampilan dan 

keahlian warga masyarakat 

melaksanakan program 

bantuan bedah rumah? 

Adanya 

kendala 

pelaksanaan 

program 

bantuan 

bedah rumah 

 Penanggung 

jawab dalam 

pelaksanaan 

pembangunan 

beda rumah 

1. Apa kendala yang dihadapai 

oleh masyarakat dalam 

mendapatkan bantuan program 

bedah rumah? 

2. Apa saja kendala yang 

dihadapi saat melakukan 

pengajuan program bantuan 

bedah rumah? 
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PEDOMAN OBSERVASI 

Nama             :  

Nim                  :  

Judul penelitian: Implementasi Program Renovasi Rumah yang tidak layal di 

Desa Mappesangka Kab.Bone 

Rumusan 

Masalah 

Indikator Sub Indikator Item Pengamatan Y T K 

Bagaimana 

pelaksanaan 

program 

bantuan 

bedah rumah 

pada 

masyarakat 

yang kurang 

mampu di 

Desa 

Mapesangka 

Kab.Bone? 

 

Adanya 

Tujuan untuk 

membantu 

masyarakat 

kurang mampu 

yang belum 

memiliki 

rumah layak 

huni 

 Tanggapa

n 

masyaraka

t penerima 

bantuan 

bedah 

rumah 

 Ada tanggapan 

masyarakat dengan 

adanya bantuan 

renovasi rumah yang 

tidak layak 

 Adanya program 

bantuan rumah tidak 

layak huni ini sangat 

membantu 

masyarakat di desa 

mappesangka 

 Ada tambahan biaya 

untuk menerima 

bantuan renovasi 

rumah tidak layak 

✓ 
 

 

 

 
 

✓ 
 

 

 

 

 

✓ 
 

  



113 
 

 
 

 Pelaksanaan 

pengawasan yang 

dilakukan oleh 

pemerintah sebelum 

dan sesudah 

pelaksanaan 

merubah rumah 

 

 

✓ 
 

 Memberik

an dampak 

positif 

bagi 

masyaraka

t 

 Program bantuan 

renovasi rumah yang 

tidak layak di 

laksanakan sudah 

merata di kalangan 

masyarakat di desa 

mappesangka 

  

 

 

✓ 
 

 

 Adanya 

kecembur

uan 

masyaraka

t terhadap 

adana 

beda 

rumah 

 Ada kecemburuan 

sosial yang di 

rasakan masyarakat 

yang tidak menerima 

bantuan bedah 

rumah  

 

✓ 

 

  

 keamanan 

dan 

Terpenuhi

nya 

kebutuhan 

rumah 

yang layak 

huni yang 

diharapka

n 

 Program bedah 

rumah tersebut 

sudah berjalan 

dengan baik dan 

terlaksana 

dengan yang 

diharapkan 

 

 

 

✓ 
 

  

   Memiliki 

kesejahter

aan oleh 

pemerinta

h 

 Anggarana yang 

telah di berikan 

pemerintah desa 

untuk 

melakukan 

bedah rumah 

 

 

✓ 
 

  

   Bantuan 

yang 

dimiliki 

oleh 

masyaraka

t 

 Masyarkat 

sering dapat 

bantuan lain dari 

pemerintah 

 

 

✓ 
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   Memiliki 

bantuan 

yang 

diterimah 

masyaraka

t setempat 

 Pendapat 

masyarkat sudah 

puas dengan 

jumlah bantuan 

yang diterima 

 

 

 

✓ 
 

  

   Memiliki 

Bantuan 

dinas 

sosial  

 Selain bantuan 

dinas sosial 

pernah 

menerima 

bantuan dari 

pihak lain 

   

 

✓ 
 

 Adanya 

pemenuhan 

hak 

kesejahteraan 

sosial bagi 

masyarakat 

 Faktor 

sosial 

pada 

pemerinta

h  

 Anggaran yang 

dianggarkan 

masyarakat 

cukup untuk 

realisasi 

prongram 

 

 

✓ 
 

  

   Faktor 

dinas 

sosial 

 Tidak ada 

kendala-kendala  

yang dihadapi 

masyarakat 

selama proses 

pendataan 

   

✓ 
 

   Evaluasi  Semua 

masyarakat 

kurang mampu 

telah terdata 

dalam program 

bantuan bedah 

rumah 

  

 

 

✓ 
 

 

Apa saja 

hambatan 

yang di 

hadapi 

penerima 

bantuan 

dalam 

pelaksanaan 

program 

bedah rumah 

bagi 

masyarakat di 

desa 

mappesangka 

kab.Bone? 

Adanya 

ketidak tepatan 

sasaran 

pendataan 

 Ketepatan   Program bedah 

rumah tidak 

layak huni 

sudah tepat 

sasaran 

 Mengindikasika

n bahwa 

program bedah 

rumah sudah 

tepat sasaran 

 Terkait 

tanggapan 

masyarakat 

mengenai 

 

 

✓ 
 

 

 

 

✓ 
 

 

 

 

✓ 
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 program bedah 

rumah ini 

   Adanya 

efektifitas 

dalam 

bantuan 

program 

bedah  

rumah  

 Program bedah 

rumah tidak 

layak huni 

berjalan sesuai 

dengan target 

yang di tentukan 

 Jadwal 

pelaksanaan 

program bedah 

rumah di 

laksanakan/dilak

ukan 

 Ada inovasi 

dalam 

melaksanakan 

program bedah 

rumah 

 

 

 

✓ 

 

 

 

✓ 

 

 

 

 

✓ 

 

  

   Adanya 

efisiensi 

pada 

pemerinta

h dalam 

bantuan 

sosial  

 

 

 Dari pemerintah 

anggaran untuk 

bantuan 

program 

bantuan bedah 

rumah  

 Anggaran yang 

diperoleh untuk 

bantuan bedah 

rumah 

mencukupi atau 

sesuai atau 

rencana 

anggaran 

 Dalam bentuk 

Rumah yang 

tidak layak 

kriteria  untuk 

mendapatkan 

bantuan bedah 

rumah 

 Syarat yang di 

perlukan 

 

 

✓ 
 

 

 

 

 

✓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

✓ 
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masyarakat agar 

bisa 

mendapatkan 

bantuan bedah 

rumah,rumah 

yang sudah 

tidak layak huni 

 

 

✓ 
 

   Faktor 

keberhasil

am dalam 

program 

bantuan 

pemerinta

h 

 

 Tidak ada 

kendala yang 

dihadapi 

sebelum-

sesudah maupun 

saat pelaksanaan 

program bedah 

rumah 

 Cara mengatasi 

kendala atau 

hambatan yang 

di hadapi dalam 

bantuan bedah 

rumah melihat 

langsung 

kondisi apa saja 

yang menjadi 

kendala 

 

 

 

 

✓ 
 

 

 

 

 

✓ 
 

  

   Adanya 

evaluasi 

dan 

perencana

an 

keberlanju

tan 

program 

bedah 

rumah 

yang akan 

dijalankan 

kedepanny

a 

 Apakah 

masyarkat puas 

dalam 

mendapatkan 

porgram beda 

rumah ini  

 Apakah Perlu di 

revisi dari 

evaluasi tahun 

ini agar tahun 

depan bisa 

berjalan lebih 

maksimal lagi 

 

 

 

 

 

✓ 

 

 

 

✓ 
 

  

 Adanya  

Pengumpulan 

informasi 

mengenai 

kinerja dan 

dampak aktual 

dari kebijakan  

 Responsifi

tas  

 

 

 Hasil kebijakan 

memuaskan 

kebutuhan atau 

nilai-nilai 

kelompok 

tertentu 

 Dengan adanya 

 

 

✓ 
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program 

bantuan tersebut 

dapat 

membantua 

masyarakat di 

desa 

mappesangka  

 Ada kerjasama 

antara dinas 

sosial dengan 

pihak kelurahan 

dalam RT untuk 

pendekatan  

 

 

✓ 

 

 

 

 

 

✓ 
 

   Cara 

menangga

pi 

 Pelaksanaan 

bantuan bedah 

rumah mampu 

menciptakan 

peluang kerja 

 Tidak terbatas 

pelaksanaan dan 

penyelesaian 

pembangunan 

dalam 

melakukan 

program bedah 

rumah 

 

 

✓ 

 

 

 

✓ 
 

  

   Lingkunga

n 

masyaraka

t  

 Pemahaman 

masyarakat 

dalam 

memahami 

materi sosialisai 

program 

bantuan beda 

rumah 

 Hanya sekali 

kegiatan 

sosialisasi 

program 

dilaksankan 

 Dalam bentuk 

kelompok 

melalui kegiatan 

sosialisasi 

program beda 

rumah 

dilaksanakan 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ 
 

 

 

 

 

 

 

✓ 
 

 

✓ 
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 Adanya 

kebijakan 

kinerja 

implementasi 

 Sarana 

dan 

prasarana 

 Sarana dan 

prasarana dalam 

pembangunan 

program beda 

rumah 

 

  

 

✓ 
 

 

 Adanya sikap 

dan perilaku  
 Persepsi 

kondisi 

masyaraka

t 

 Masyarakat 

penerima 

bantuan bedah 

rumah serius 

dan sungguh-

sungguh dalam 

melaksanakan 

perbaikan 

rumah untuk 

memperbaiki 

kondisi atau 

kualitas 

kehidupannya 

 

 

 

 

 

 

✓ 
 

  

 Adanya 

keterampilan 

dan keahlian  

 Keterampi

lan 

masyaraka

t  

 Keterampilan 

dan keahlian 

warga 

masyarakat 

melaksanakan 

program 

bantuan bedah 

rumah 

 

 

 

✓ 
 

  

 Adanya 

kendala 

pelaksanaan 

program 

bantuan bedah 

rumah 

 Penanggu

ng jawab 

dalam 

pelaksana

an 

pembangu

nan beda 

rumah 

 Adanya kendala 

yang dihadapai 

oleh masyarakat 

dalam 

mendapatkan 

bantuan 

program bedah 

rumah 

 

   

 

 

 

✓ 
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